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MOTTO 

 

 

                          

                         

                   

 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari 

orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan 

harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi 

(manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan 

perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah 

kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.
1
 

                                                 
1
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta Timur: Al-Mubin, 

2013), 187  
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ABSTRAK 
 

Choyyimatul Zahro, Nikmatul Masruroh,  2018 : “Penerapan Anti Pencucian 

Uang (Money Laundering) Dalam Kebijakan Rahasia Bank 

Di Bank Btn Kc Banyuwangi”. 

 

Pencucian uang (money laundering) adalah suatu proses atau perbuatan 

yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau 

harta kekayaan yang diperoleh dari kegiatan yang sah. Untuk mencegah hal 

tersebut maka BI mengeluarkan kebijakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

14/27/PBI/2012 tentang penerapan Program anti pencucian uang dan pencegahan 

pendanaan terorisme bagi bank umum, dan salah satu bank yang telah menerapkan 

adalah bank BTN KC Banyuwangi. 

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah, 1) Bagaimana 

penerapan anti pencucian uang di Bank BTN ? 2) Bagaimana kebijakan rahasia 

bank di Bank BTN ? 3) Bagaimana penerapan anti pencucian uang dalam kebijakan 

rahasia bank di Bank BTN? 

Tujuan penelitian ini adalah, 1) Mengetahui penerapan anti pencucian uang 

di Bank BTN, 2) Mengetahui kebijakan rahasia bank di Bank BTN, 3) Mengetahui 

penerapan anti pencucian uang dalam kebijakan rahasia bank di Bank BTN. 

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, mendeskripsikan penerapan anti 

pencucian uang di Bank BTN Kantor Cabang Banyuwangi. Adapun teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan 

dokumentasi. Analisis data menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan 

kesimpulan. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. 

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa, 1) Adapun untuk penerapan 

Anti pencucian Uang di Bank BTN Cabang Banyuwangi ini berdasarkan kebijakan 

yang telah PBI Keluarkan dan Bank BTN KC Banyuwangi tidak mempunyai 

kebijakan sendiri kecuali kebijakan yang telah di keluarkan oleh PBI. Sedangkan 

mengenai hambatan yang muncul dalam penerapan rahasia bank disini yaitu 

banyaknya orang yang belum mengetahui tatacara dan kebijakan dalam membuka 

rahasia bank. 2) Dalam Kebijakan Rahasia Bank di Bank BTN KC Banyuwangi ini 

semua kebijakan mengenai rahasia bank, Bank BTN KC Banyuwangi berpedoman 

pada kebijakan yang telah di buat PBI (Peraturan Bank Indonesia) dan pihak BTN 

sendiri tidak mempunyai kebijakan sendiri melainkan berpedoman pada PBI. 

Sedangkan jika ada karyawan yang melanggar segala kebijakan yang telah 

ditentukan maka pihak Bank akan melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja. 

3) Penerapan anti pencucian uang dalam kebijakan rahasia bank di bank BTN KC 

Banyuwangi semuanya berdasarkan PBI (Peraturan Bank Indonesia). Mengenai 

masalah pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank dalam rangka penegakan 

dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini tidak ada pengecualian, 

karena kebijakan rahasia bank disini hukumnya wajib bagi karyawan untuk 

merahasiakan data nasabah penyimpan dan simpanannya. 

 

Kata kunci : Penerapan Anti Pencucian Uang, Kebijakan Rahasia Bank. 
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ABSTRACT 
 

Choyyimatul Zahro, Nikmatul Masruroh, M.E.I, 2017 : “The Application of 

Money Laundering In Bank Secret Policies In Bank Btn Kc 

Banyuwangi”. 

 

Money laundering is a process or act that aims to conceal or disguise the 

origin of money or property derived from legitimate activities. To prevent this, BI 

policy on Bank Indonesia Regulation No. 14/27 / PBI / 2012 on the implementation 

of anti-money laundering and terrorism prevention programs for commercial banks, 

and one of the banks that have implemented is the bank BTN KC Banyuwangi. 

The focus of the problem studied in this thesis is, 1) How is the 

implementation of anti money laundering in Bank BTN? 2) What is the bank secret 

policy in Bank BTN? 3) How is anti money laundering implementation in bank 

secrecy policy at Bank BTN? 

The purpose of this research is: 1) To know the implementation of anti 

money laundering in Bank BTN, 2) To know the secret policy of bank in Bank 

BTN, 3) To know anti money laundering implementation in bank secrecy policy at 

Bank BTN. 

To identify the problem, this research uses descriptive qualitative approach, 

describing the implementation of anti money laundering in Bank BTN Branch 

Banyuwangi. The data collection techniques use in-depth interviews, participatory 

observation, and documentation. Data analysis uses data reduction methods, data 

presentation and conclusions. Data validity using source triangulation technique. 

This research concludes that, 1) As for the implementation of Anti Money 

Laundering at Bank BTN Branch of Banyuwangi is based on the policy that has 

PBI Out and Bank BTN KC Banyuwangi does not have its own policy except the 

policies that have been issued by the PBI. As for the obstacles that arise in the 

application of bank secrets here that many people who do not know the rules and 

policies in unlocking bank secrets. 2) In the Bank's Secrecy Policy at Bank BTN 

KC Banyuwangi, all bank secrecy policies, Bank BTN KC Banyuwangi are guided 

by policies that have been made by PBI (Bank Indonesia Regulation) and BTN’s 

parties do not have their own policies but are guided by the PBI. Whereas if any 

employees violate any policies that have been determined then the Bank will take 

action termination of employment. 3) Implementation of anti money laundering in 

bank secrecy policy at bank BTN KC Banyuwangi all based on PBI (Bank 

Indonesia Regulation). Regarding the matter of exceptions to the bank 

confidentiality provisions in the context of enforcement and eradication of money 

laundering crime is no exception, because the bank secret policy here is mandatory 

for employees to keep their depositors and depositors' data confidential. 

 

Keywords: Implementation of Anti Money Laundering, Bank's Secret Policy. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Mendengar kata bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama 

yang hidup diperkotaan. Bahkan, di pedesaan sekalipun saat ini kata bank 

bukan kata yang asing dan aneh. Menyebut kata bank setiap orang selalu 

mengaitkannya dengan uang sehingga selalu saja ada anggapan bahwa yang 

berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak 

salah karena bank memang merupakan lembaga keuangan atau perusahaan 

yang bergerak di bidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan bank 

menyediakan berbagai jasa keuangan. Di negara-negara maju bank bahkan 

sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi.
2
 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang penerapan 

Program anti pencucian uang dan pencegahan terorisme bagi bank umum, 

bahwa dengan adanya dinamika, regional dan global serta semakin 

kompleknya produk, aktivitas, dan teknologi informasi bank maka resiko 

pemanfatan Bank dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme semakin 

tinggi. Peningkatan risiko yang dihadapi bank perlu di imbangi dengan 

peningkatan kualitas penerapan manajemen resiko yang terkait dengan 

program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
3
 

Kegiatan money laundering merupakan suatu kejahatan kerah putih 

(white collar crime) di bidang perbankan. Banyak negara yang masih ragu-

                                                           
2
Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012), 12. 

3
Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/Pbi/2012.pdf,1. 
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ragu untuk apakah membasmi money laundering secara optimal atau sampai 

batas-batas tertentu membiarkan saja kejahatan jenis money laundering ini. 

Hal ini disebabkan kegiatan money laundering ini melibatkan uang dalam 

jumlah besar sehingga dapat membuat bank-bank yang mentolelir kegiatan ini 

dapat berkibar-kibar. Salah satu bank yang hidup dengan memanfaatkan 

money laundering adalah Bank of Credit & Commerce International (BCCI) 

yang kemudian dalam pertengahan tahun 1991 terpaksa ditutup karena 

kegiatannya tidak bisa ditolelir lagi. Contoh lain dari bank yang diduga 

banyak menampung kegiatan money laundering adalah Dragon Bank 

International yang berkantor pusat di Vanuatu, salah satu negara yang juga 

menjadi pusat kegiatan money laundering. 

Dalam bahasa Indonesia istilah money laundering ini sering juga 

diterjemahkan dengan istilah “pemutihan uang” atau “pencucian uang”. Hal 

ini adalah terjemahan yang wajar mengingat kata “launder” dalam bahasa 

Inggris sendiri berati “mencuci”. Oleh karena itu, sehari-sehari dikenal kata 

“laundry” yang berarti cucian. Uang yang diputihkan atau dicuci tersebut 

adalah uang dari hasil kejahatan, misalnya uang hasil jual beli narkotika atau 

hasil korupsi, sehingga diharapkan setelah pemutihan atau pencucian tersebut, 

uang tidak terdeteksi lagi sebagai uang hasil kejahatan dan telah menjadi uang 

seperti uang-uang bersih lainnya. Untuk itu, yang utama dilakukan dalam 

kegiatan money laundering adalah menghilangkan atau menghapuskan jejak 

dan asal usul uang tersebut. Dengan proses kegiatan money laundering ini, 

uang yang semula merupakan uang haram (dirty money) diproses sehingga 



3 
 

menghasilkan uang bersih (clean money), uang halal (legitimate money). 

Uang tersebut disalurkan melalui jalan “penyesatan” (imaze). 

Tindak pidana pencucian uang dianggap terjadi manakala: 

1. Terdapatnya uang sebagai hasil dari suatu kejahatan tertentu. 

2. Uang tersebut digunakan/diputar ke dalam transaksi-transaksi 

keuangan/bisnis. 

3. Transaksi-transaksi tersebut dilakukan dengan tujuan; 

a. Melanjutkan aktivitas kriminalnya dengan tujuan memperbanyak 

kekayaan. 

b. Menyembunyikan kepemilikan atas kekayaan yang diperoleh dari 

aktivitas kejahatan. 

c. Menghindar dari kewajiban pelaporan sebagaimana dipersyaratkan oleh 

hukum di negara-negara tertentu.
4
 

Terkait dengan rahasia bank dan seiring dengan perkembangan 

teknologi, khususnya kejahatan di dunia perbankan, timbullah salah satu 

bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang 

secara terorganisir yang menggunakan bank, sebagai tempat pemutihan atau 

pencucian uang (money laundering) yang dihasilkan dari bisnis ilegal, seperti 

perjudian, pelacuran, dan perdagangan minuman keras. Pengertian money 

laundering ini, pada awalnya hanya menyangkut uang dari perdagangan 

narkotika dan obat-obatan sejenisnya secara bebas tetapi belakangan ini 

berkembang lebih jauh termasuk hasil kejahatan yang berasal dari korupsi, 

                                                           
4
Munir Fuadi, Hukum Perbankan Modern:BukuKedua,  (Bandung: PT Citra Aditnya Bakti, 2004), 

147. 
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penyuapan, perdagangan wanita, perdagangan senjata, penyelundupan, 

perjudian, pornografi, imigran gelap dan terorisme. Semua tindak ini 

bertujuan agar uang kotor tersebut menjadi bersih atau tampak sebagai uang 

sah. 

Di dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang (money 

laundering) itu sendiri, aparat penegak hukum masih sulit dalam 

mengungkapkannya, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip kerahasiaan 

bank yang dipegang teguh oleh perbankan. Hal lainnya juga disebabkan oleh 

profesionalisme aparat penegak hukum yang kurang memadai, dan format 

kejahatan money laundering itu sendiri masih merupakan “makhluk aneh” 

bagi kita.Artinya kejahatan tersebut adalah kejahatan dimensi baru dan 

bersifat transnasional. Ada beberapa faktor yang menghambat pengungkapan 

kasus-kasus money laundering, khususnya di Indonesia, antara lain adalah 

pertama, sifat transnasional dari kejahatan money laundering itu sendiri, 

bahwa sering terjadi uang dari hasil suatu tindak pidana itu dicuci pada bank-

bank yang ada di luar negeri. Kedua, sifat kerahasiaan bank yang tidak dapat 

memberikan data-data yang lebih akurat dan faktual terhadap dugaan 

terjadinya tindak pidana pencucian uang, hal ini disebabkan adanya benturan 

antara Pasal 40 sampai dengan Pasal 45, Pasal 47 dan Pasal 47A Undang-

Undang No. 7 Tahun 1992 Juncto Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 

tentang perbankan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 

2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Ketiga, masalah pembuktian jika 
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terjadi tindak pidana pencucian uang.
5
 Setetelah peneliti melakukan 

wawancara dengan pihak bank dan melakukan konfirmasi tentang kebenaran 

kasus yang terjadi pada bulan Februari tersebut maka pihak bank tidak 

membenarkan adanya kasus pencucian uang melainkan hanya kasus 

penggelapan yang dilakukan oleh nasabah bank tersebut.  

Adapun contoh kasusnya yaitu sesuai dengan berita yang dilansir oleh 

detik.com: 

“Banyuwangi - Seorang oknum karyawan Bank Tabungan Negara 

(BTN) di Banyuwangi berinisial FAW (28) diduga menguras uang 

deposito milik nasabah. Tak tanggung-tanggung, dana yang dikuras 

mencapai Rp 5 Miliar. Kasus ini sedang ditangani oleh Polres 

Banyuwangi. Modus yang digunakan, kata AKP Dewa, oknum Bank 

ini mencairkan uang deposito atas nama rindar kemudian uang 

tersebut di transfer rekening purwanto, salah satu nasabah BTN juga. 

Sementara uang deposito milik purwanto sudah habis untuk foya-

foya.”.
6
 

 

Oknum marketing Bank BTN yang pernah menjadi sorotan 

Banyuwangi itu sekarang dihukum 1 tahun 4 bula (1,3 tahun) penjara. Majelis 

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi menyatakan Fajar Aryo 

Wicaksono terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana 

penggelapan uang.
7
 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas mengenai 

                                                           
5
Ike Dwi Setiawati, Analisis Hukum Terhadap Money Laundering dalam Kaitannya Penerapan 

Rahasia Bank Pada Perbankan Indonesia, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2008). 
6
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3438054/kuras-deposito-nasabah-karyawan-btn-di-

banyuwangi-ditangkap di akses pada Tgl 04/05/2017 pukul 07.50 WIB. 
7
https://www.kabarbanyuwagi.info/fajar-aryo-dihukum-13-tahun-penjara.html di akses pada tgl 

31/10/2017 pukul 06.41 WIB 
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“PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG DALAM KEBIJAKAN 

RAHASIA BANK DI BANK BTN KC BANYUWANGI” 

B. FOKUS PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka fokus 

permasalahan dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan anti pencucian uang di Bank BTN? 

2. Bagaimana kebijakan rahasia bank di Bank BTN ? 

3. Bagaimana penerapan anti pencucian uang dalam kebijakan rahasia bank 

di Bank BTN? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah: 

1. Mengetahui penerapan anti pencucian uang di Bank BTN 

2. Mengetahui kebijakan rahasia bank di Bank BTN 

3. Mengetahui penerapan anti pencucian uang dalam kebijakan rahasia bank 

di Bank BTN 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diharapkan penulis antara lain: 

1. Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan pengetahuan baru bagi pengembangan ilmu hukum dan 

memberikan kontribusi pemikiran bagi semua kalangan, baik akademisi 

maupun masyarakat pada umumnya serta diharapkan dapat menambah 
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referensi yang berkaitan dengan masalah penerapan anti pencucian uang 

dan kebijakan rahasia bank di Indonesia. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Perbankan 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan wacana pemikiran kepada praktisi pihak perbankan, dan 

manajer operasional perusahaan, diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan perusahaan agar dapat terhindar dari tindak pidana pencucian 

uang. 

b. Bagi Akademik 

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah 

perbendaharaan kepustakaan di IAIN Jember, dan memberikan manfaat 

bagi seluruh akademisi baik dosen dan mahasiswa. Kemudian  

memberikan informasi mengenai penerapan anti pencucian uang dan 

kebijakan rahasia bank di BTN KC Banyuwangi. 

c. Bagi Peneliti Lanjutan 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat 

mengembangkan pemikiran, penalaran, tambahan pengetahuan serta 

pola praktis bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

penelitian atau bidang ini. 
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E. DEFINISI ISTILAH 

1. Pencucian uang (Money Laundering) 

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan 

untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta 

kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah 

menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.
8
 

2. Rahasia bank 

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
9
 

Adapun maksud dari penerapan pencucian uang dalam kebijakan 

rahasia bank di bank BTN ini adalah penerapan anti pencucian uang 

(money laundering) yang kemudian dikaitkan dengan kebijakan rahasia 

bank. 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Bagian ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang di 

mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan 

sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti 

pada daftar skripsi. Secara global sistematika penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I  membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari sub bab-sub 

bab yaitu: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. 

                                                           
8
Prudential, “Prufast Start”, Materi Prufast Start, (2015), 55. 

9
Jundiani, Pengaturan Hukum Perbankan Syari’ah di Indonesia, (Malang: UIN-Malang Press, 

2009), 175. 
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BAB II membahas tentang kajian perpustakaan, yang terdiri dari 

penelitian terdahulu, dan kajian teori. 

BAB III  membahas tentang metode penelitian, yang terdiri dari 

pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik 

pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. 

BAB IV membahas tentang penyajian data dan analisis, yang terdir 

dari; gambaran objek penelitian, penyajian data analisis, dan pembahasan 

temuan. 

BAB V membahas tentang penutup, yang terdiri dari kesimpulan, dan 

saran-saran. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Shahnaz Aisyah Arifiah tahun 2017 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Jember yang berjudul “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your 

Customer Principle) Sebagai Pencegahan Pencucian Uang (Money 

Laudering) Pada PT. Bank BNI Syariah Jember” penelitian ini membahas 

tentang bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your 

Customer Principle), bagaimana cara pencegahan tindakan pencucian uang 

yang di lakukan oleh PT. Bank BNI Syariah Jember, dan apa saja kendala 

penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principle) 

sebagai pencegahan pencucian uang (Money Laudering). Hasil penelitian 

tersebut menyimpulkan bahwa 1. penerapan prinsip mengenal nasabah PT. 

Bank BNI Syariah Jember melalui beberapa tahap. Ada 5 tahap untuk 

menerapkan prinsip mengenal nasabah secara maksimal, yaitu pertama 

dengan cara pengawasan dari dalam atau bisa juga disebut dengan 

pengawasan intern, meliputi usaha penjagaan operasi, pengawasan 

efisiensi, pengawasan catatan, pengawasan formulir, pemeriksaan 

langsung. Setelah itu yang kedua PT. Bank BNI Syariah Jember 

melakukan pengidentifikasian dan memverifikasi data calon nasabah 

setelah menjadi nasabah, yang ke tiga PT. Bank BNI Syariah Jember akan 

selalu memantau transaksi nasabah dari sistem yang dimiliki oleh PT. 

Bank BNI Syariah Jember yakni STR System (Suspicious Transaction 
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Report System). PT. Bank BNI Syariah Jember juga melakukan 

managemen risiko terkait dengan pencegahan pencucian uang PT. Bank 

BNI Syariah Jember akan melakukan pengawasan ekstra kepada nasabah 

yang berisiko tinggi untuk mencegah adanya risk loss yang akan terjadi 

dimasa mendatang. 2. Pencegahan pencucian uang pada PT. Bank BNI 

Syariah Jember. PT. Bank BNI Syariah Jember dengan melakukan 

penerapan prinsip mengenal nasabah secara intensif sesuai dengan hukum 

yang ada pada negara ini. PT. Bank BNI Syariah Jember juga melakukan 

pengawasan intern sebagai cara awal dalam mencegah pencucian uang. 

penerimaan nasabah juga dilakukan dengan ketat dengan melakukan 

pengidentifikasian dan verifikasi data nasabah untuk mencegah nasabah 

yang memiliki niat tidak baik pada bank. 3. Kendala penerapan prinsip 

mengenal nasabah sebagai pencegahan pencucian pada PT. Bank BNI 

Syariah Jember. Kendala utama yang dihadapi oleh PT. Bank BNI Syariah 

Jember berasal dari luar bank, yakni dari masyarakat, yakni kurangnya 

perhatian dari masyarakat tentang pentingnnya penerapan prinsip 

mengenal nasabah dan nasabah mencurigakan yang tidak jujur dalam 

menjawab pertanyaan yang di tanyakan oleh cutomer service.
10

 Perbedaan 

penelitian ini adalah Shahnaz Aisyah Arifiah ini fokus pada Penerapan 

Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) dan 

Pencegahan Pencucian Uang (Money Laudering). sedangkan penelitian ini 

fokus pada penerapan pencuiaan uang yang kemudian dikaitkan dalam 

                                                           
10

Shahnaz Aisyah Arifiah,“Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer 

Principle) Sebagai Pencegahan Pencucian Uang (Money Laudering) Pada PT. Bank BNI Syariah 

Jember” (Jember: Institut Agama Islam Negeri, 2017). 
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kebijakan rahasia bank. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-

sama membahas tentang pencucian uang (money laundering). 

2. Eliz Firdyawati Emiriami tahun 2005 Universitas Airlangga (UNAIR) 

Surabaya yang berjudul “Aspek Rahasia Bank Dalam Tindak Pidana 

Pencucian Uang di Indonesia”. Penelitian tersebut membahas tentang 

apakah pengaturan rahasia bank di Indonesia masih memberi peluang 

terhadap tindak pidana pencucian uang, bagaimanakah pengungkapan 

tindak pidana pencucian uang. Penelitian tersebut menggunakan metode 

pendekatan statue approach yaitu suatu pendekatan dengan menelaah 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ketentuan aspek 

hukum rahasia bank. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 

pemberlakuan kebijakan rahasia bank di Indonesia yang diatur dalam UU 

No 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU 

No 10 Tahun 1998, Bab 1 ketentuan Umum pasal 1 angka 16 kemudian 

pasal 40 ayat (1) dan pasal 40 ayat (2) sangat rawan dimanfaatkan para 

pelaku tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang merupakan suatu 

tindak pidana, keberadaan lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga 

keuangan di Indonesia yang menerapkan kebijakan rahasia bank membuka 

peluang bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan lembaga perbankan 

sebagai sarana/alat untuk memasukkan harta kekayaan yang berasal dari 

tindak pidana ke dalam sistem keuangan.
11

 Perbedaan penelitian ini adalah 

Peneliti Eliz Firdyawati Emiriani ini fokus pada  aspek pengaturan rahasia 

                                                           
11

Eliz Firdyawati Emiriami,“Aspek Rahasia Bank Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di 

Indonesia” (Surabaya: Universitas Airlangga,2005). 
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bank di Indonesia yang masih memberi peluang terhadap tindak pidana 

pencucian uang sedangkan penelitian ini fokus pada penerapan pencuiaan 

uang yang kemudian dikaitkan dalam kebijakan rahasia bank. Adapun 

persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang 

pencucian uang (money laundering). 

3. Ike Dwi Setiawati tahun 2008 Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 

yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Money Laundering Dalam 

Kaitannya Dengan Penerapan Rahasia Bank Pada Perbankan Indonesia”. 

Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana penerapan rahasia bank 

terhadap praktek pencucian uang di Indonesia, dan hambatan-hambatan 

apa saja yang muncul dalam penerapan rahasia bank terhadap praktek 

pencucian uang serta solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan 

dalam penerapan rahasia bank. Peneliti ini menggunakan metode 

penelitian hukum doctrinal/normatif, yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil 

penelitian tersebut menyimpulkan bahwa rahasia bank jiwa dari sistem 

perbankan, dengan adanya ketentuan rahasia bank, kepentingan antara 

nasabah dan bank dapat terlindungi. Pelaksanaan rahasia bank diatur 

dalam pasal 40 sampai dengan pasal 45, pasal 57 dan pasal 47A Undang-

Undang No. 7 tahun 1992 juncto Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 

tentang perbankan. Di satu sisi, rahasia bank merupakan hal yang wajib 

dilakukan oleh bank yang didahului oleh prinsip Know Your Customer 

(KYC) dan hal ini merupakan prinsip yang sangat mendukung bank dalam 
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melakukan kegiatan usaha. Pada sisi yang lain, Undang-Undang tindak 

pidana pencucian uang juga merupakan peraturan hukum yang harus 

ditegakkan oleh pihak penyidik dalam proses penyidikan dan penyelidikan 

terhadap tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana pencucian uang. 

Kelemahan peraturan mengenai rahasia bank tersebut sudah bisa 

ditanggulangi dengan adanya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang 

tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-

Undang No.25 Tahun 2003, misalnya dengan adanya kewenangan PPATK 

yang istimewa diatur dalam pasal 14, pasal 18 ayat (1), pasal 27 ayat (3), 

pasal 33 ayat (1), dan pasal 33 (3) dalam menerobos ketentuan rahasia 

bank. Hanya saja penerapan di lapangan sering terjadi penafsiran hukum 

yang berbeda antara pihak bank dengan penyidik, sehingga menimbulkan 

ambiguitas dan koordinasi yang tidak jelas di lapangan, terutama masalah 

birokrasi.
12

 Adapun perbedaan penelitian ini adalah Ike Dwi Setiawati 

fokus pada bagaiman penerapan rahasia bank yang kemudian di kaitkan 

dengan tindak pidana pencucian uang sedang peneliti ini fokus pada 

bagaimana penerapan pencucian uang dan kebijakan rahasia bank. 

Kemudian persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas 

tentang pencucian uang (money laundering). 

4. Try Sutrisno Syarif tahun 2014 Universitas Hasanuddin (UNHAS) 

Makasar yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang Dalam Pasar Modal”. Penelitian ini membahas dua 

                                                           
12

Ike Dwi Setiawati, “ Analisis Hukum Terhadap Money Laundering Dalam Kaitannya Dengan 

Penerapan Rahasia Bank Pada Perbankan Indonesia”, (Surakarta: Universitas Sebelas 

Maret,2008). 
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permasalahan yaitu pertama bagaimanakah modus tindak pidana 

pencucian uang khususnya dalam pasar modal dan yang kedua 

bagaimanakah pencegahan tindak pidana pencucian uang khususnya dalam 

pasar modal. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ada beberapa 

poin yang perlu digaris bawahi mengenai modus tindak pidana pencucian 

uang dalam pasar modal adalah pertama, perdagangan di pasar 

saham/modal bersifat internasional, hal ini mendasari seseorang bisa 

membeli saham manapun; kedua instrumen yang diperdagangkan dalam 

pasar modal antara lain seperti saham, reksadana, yang sifatnya likuid 

(mudah diungkapkan, dicairkan, dibeli atau mudah dijual); ketiga, 

kompetisi pelaku dalam pasar modal itu sangat kompetitif, maksudnya 

pelaku industri dalam pasar modal seperti bursa efek, manajemen infestasi 

(broker), dan investor yang punya banyak uang, sehingga keuntungan 

lebih diutamakan ketimbang asal-usul dan investor; keempat, dalam 

pembelian produk-produk dalam pasar modal antara lain seperti saham, itu 

biasanya menggunakan nama orang lain, atau menyuruh orang lain 

menggunakan namanya tanpa mesti bertanya-tanya asal-usul uangnya.
13

 

Perbedaan penelitian ini adalah Try Sutrisno Syarif membahas tentang 

modus dan pencegahan tindak pidana pencucian uang sedangkan dalam 

penelitian ini fokus pada penerapan anti pencucian uang dan kebijakan 

rahasia bank. Kemudian persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama 

membahas tentang pencucian uang (money laundering). 

                                                           
13

Try Sutrisno Syarif, “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pasar 

Modal” ,(Makasar: Universitas Hasanuddin,2014). 
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5. Raihan Dirham tahun 2015 Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar 

yang berjudul “Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam 

Transaksi Perbankan”. Penelitian ini fokus pada dua permasalahan yaitu 

pertama bagaimana  penerapan  hukum  tehadap  tindak  pidana  pencucian 

uang dalam transaksi perbankan, dan kedua bagaimana peranan Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) 

dalam transaksi perbankan. Adapun dalam penelitian tersebut terdapat dua 

point kesimpulan yaitu yang pertama, bahwa penerapan hukum dalam 

tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan merupakan 

suatau tindak pidana yang cukup kompleks. Cukup komplesk  yang  

dimaksudkan  oleh  penulis  ialah  banyak  aspek  yang diperhatikan  

dalam  melakukan  kriminalisasi  di  Indonesia.  Perlu diperhatikan  aspek  

histortis  yang  panjang  sebelum  melakukan kriminalisasi  tindak  pidana 

pencucian  uang. Walaupun ada  juga  peranan pihak  international  

sehingga  Indonesia  melakukan  kriminalisasi  tindak pidana pencucian 

uang. Setelah Indonesia menjadikan tindak pidana pencucian uang sebagai 

suatu kejahatan diperlukan usaha lebih keras untuk menegakkan hukum 

tersebut. Ditinjau  melalui  teori  Lawrance  M.  Friedman  mengenai  Tri  

Elemen  Of Legal  System.  Bahwa  harus  memperhatikan  tiga  eleman  

hukum  yaitu: substansi,  subjek,  dan  kultur.  Ketiga  elemen  tersebut  

telah  diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dalam menegakkan hukum 

di Indonesia dan di terapkan pada tindak pidana pencucian uang. Dalam  

studi  kasus  nomor  447/Pid.B/PN.Krw, bahwa  hakim  telah memutuskan 
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secara  sah  bahwa  terdakwa  bersalah.  Dan  penulis berpendapat  bahwa  

hakim  telah  mengabil  keputusan  yang  benar  sesuai hukum yang 

berlaku ditinjau dari segi hukum materill maupun formill. Kedua Dalam  

menijau  dan  menganalisis  peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) 

terhadap  tindak  pidana  pencucian  uang.  Penulis  berpendapat  bahwa  

Bank Indonesi melakukan  peran  yang  cukup  penting  dalam  melakukan  

pencegahan (preventif)  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dalam  transaksi  

Perbankan. Peran  yang  cukup  penting  itu  dapat  dilihat  mulai  dari  

dibentuknya  unit kerja khusus sebelum efektifnya PPATK dalam 

melakukan pengawasan TPPU di Indonesia hingga dikeluarkanya 

peraturan OJK mengenai sistem KYC  (Knowing Your Costumer)  dan 

mewajibkan setiap PJK Bank untuk menerapkan  sistem  tersebut  sebagai  

upaya  pencegahan  TPPU  di  bidang Perbankan. Adapun perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian Raihan Dirham adalah Raihan Dirham 

fokus pada permasalah tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money 

Laundering) sedang penelitia penelitian ini fokus pada Penerapan Anti 

Pencucian Uang (Money Laundering) yang kemudian dikaitkan dengan 

kebijakan rahasia bank.
14

 Perbedaan penelitian ini adalah Raihan Dirham 

fokus pada tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) dalam 

ransaksi perbankan sedangkan penelitian ini fokus pada penerapan 

pencuiaan uang yang kemudian dikaitkan dalam kebijakan rahasia bank. 

                                                           
14

Raihan Dirham, “Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Transaksi 

Perbankan” (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015). 
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Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang 

pencucian uang. 

6. Bagus Yuliawan tahun 2012 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

Universitas Jendral Soedirman Fakultas Hukum Purwokerto “Tindak 

Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) yang Dilakukan Secara 

Bersama-sama” penelitian ini fokus pada dua pokok masalah yang pertama 

yaitu bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang 

(money laundering) pada perkara no. 56/Pid.Sus/201 1/PN.Pwt dan yang 

trakhir yaitu apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

pada perkara No. 36/ Pid.Sus/201 1/PN.Pwt. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Bagus Yuliawan maka peneliti tersebut menyimpulkan 

bahwa pertama tentang bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana 

pencucian uang (money laundering) pada perkara no. 56/Pid.Sus/201 

1/PN.Pwt, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan 

diketahui bahwa semua unsur-unsur dalam dakwaan ketiga lebih subsidair 

telah terpenuhi, melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 

2010 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KU H P jo Pasal 64 ayat (1) KU H P, 

sehingga para terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana “menerima, menguasai penempatan 

pentrasferan yang patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang 

terikat dengan narkotika secara bersama-sama dan berlanjut”. Dan kedua 

apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara 

No. 36/ Pid.Sus/201 1/PN.Pwt. dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim 
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Pengadilan Negeri Purwokerto pada Putusan Perkara No. 36/ Pid.Sus/201 

1/PN.Pwt mengenai tindak pidana “ menerima, menguasai penempatan 

dan pentransferan yang patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 

yang terkait dengan narkotika secara bersama-sama dan berlanjut”, Hakim 

Pengadilan Negeri Purwokerto telah mempertimbangkan dasar penjatuhan 

pidananya, yaitu dengan berdasrkan alat bukti yang sah sebagaimana 

diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, yang telah terbukti dipersidangan 

yang meliputi, keterangan para saksi, barang bukti, dan keterangan para 

terdakwah sendiri terhadap alat-alat bukti yang sah  yang telah diajukan 

dalam persidangan, dan ditinjau dari persesuaian antara alat bukti yang 

satu dengan alat bukti yang lain, dengan empertimbangkan nilai 

pembuktian masing-masing bukti, majelis hakim sebelum menjatuhkan 

putusan pidana juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan 

dan meringankan para terdakwah. Dasar pertimbangan hukum hakim 

dalam menjatuhkan pidana bagi para terdakwah sudah tepat, semua fakta 

yuridis yang terungkap  di persidangan telah sesuai dan terbukti benarnya 

memenuhi unsure-unsur dalam dakwaan ketiga lebih subsidair, dengan 

demikian telah membuat keyakinan hakim sebagai dasar dalam memutus 

perkara.
15

 Adapun perbedaan penelitian ini adalah Bagus Yuliawan fokus 

pada tindak pidana pencucian uang (money laundering) yang dilakukan 

secara bersama-sama sedangkan penelitian ini fokus pada penerapan 

pencuiaan uang yang kemudian dikaitkan dalam kebijakan rahasia bank. 

                                                           
15

Bagus Yuliawan,“Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) yang Dilakukan Secara 

Bersama-sama” (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2012).   
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Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang 

pencucian uang. 

7. Muhammad Andika Ramadhanta tahun 2016 Universitas Lampung Bandar 

Lampung “Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika 

(Studi Pada Kepolisian Daerah Lampug)”. Dalam penelitian tersebut terdapat 

dua fokus masalah yang pertama yaitu bagaimanakah proses penegakan 

hukum pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana  pencucian uang 

yang berasal dari hasil tindak pidana narkotika oleh Kepolisian Resor Kota 

Bandar Lampug dan yang kedua apa  saja  yang  menjadi  hambatan  

dalam  proses  proses  penegakan  hukum pidana  dalam  upaya  

pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang  yang berasal dari hasil 

tindak pidana narkotika. Penelitian tersebut menggunakan metode proses 

pengumpulan  dan  penyajian  sehubungan  dengan  penelitian  ini  maka 

digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Andika 

Ramadhanta, maka peneliti  tersebut menyimpulkan bahwa penegakan 

hukum pidana perkara Narkotika sebagai tindak pidana asal dalam tindak  

pidana  pencucian  uang  dilakukan  melalui  pendekatan  penegakan 

hukum  dengan  menggunakan  kerangka  UUTPPU  sebagaimana  di 

introdusir oleh Pasal 3 dalam penyidikan terhadap pelaku  tindak pidana  

pencucian uang dalam  kasus  menjerat  pelaku  penyalahgunaan  Narkoba  

yakni  produsen Narkotika.  Adapun  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  
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penyidik  melakukan peyidikan  patut diduganya  aset  berasal dari hasil 

tindak pidana  adalah apakah transaksi  yang dilakukan sesuai profil, 

apakah seseorang tersebut melakukan transaksi  sesuai  kapasitasnya,  dan  

apakah  transaksi  yang  dilakukan  terdapat underlying  transaksinya.  

Tindak pidana asal dalam  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010    

ditempatkan sebagai syarat untuk dapat terjadinya suatu tindak pidana  

pencucian  uang,  namun  keberadaannya  bukan  sebagai  syarat  yang 

mutlak  harus  ada.  Sebab,  menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  

2010 harta  kekayaan  yang  menjadi  obyek  tindak  pidana  pencucian  

uang,  cukup diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari suatu tindak 

pidana asal. Hambatan  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  

Narkotika  sebagai  tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang  

disebabkan oleh dua  faktor yaitu  faktor  perundang-undangan  dan  faktor  

aparatur  penegak  hukum. Formulasi hukum mengenai tindak pidana 

pencucian uang  terdapat  persoalan hukum,  yaitu  dalam  hal  tindak  

pidana  pencucian  uang  dinyatakan  terbukti dengan menerapkan unsur 

patut diduga bahwa harta kekayaan menjadi obyek tindak  pidana  

pencucian  uang  itu  merupakan  hasil  tindak  pidana  dari  suatu tindak  

pidana  asal,  padahal  dikemudian  hari  tindak  pidana  asal  dimaksud 

dinyatakan  tidak  terbukti  oleh  pengadilan.  Sedangkan  kendala  dari  

aparatur penegak  hukum  yaitu  lambannya  koordinasi  yang  dilakukan  

pihak-pihak terkait  yaitu  Dit Res Narkoba Polda  Lampung, BNNP 

Lampung dan PPATK. Hal  ini  tentunya  menghambat  proses  penyidikan  
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yang  seharusnya  berjalan secara cepat.
16

 Adapun perbedaan penelitian ini 

adalah Muhammad Andika Ramadhanta fokus pada penegakan hukum 

pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang 

serasal dari hasil tindak pidana narkotika, sedangkan penelitian ini fokus 

pada penerapan pencuiaan uang yang kemudian dikaitkan dalam kebijakan 

rahasia bank. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama 

membahas tentang pencucian uang. 

8. Agus Muliadi tahun 2016 Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makasar 

“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian UangYang Berasal Dari 

Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus No. 48/Pid.Sus/2013/Pn. Mks)”. 

Dalam penelitian tersebut terdapat dua rumusan masalah, yang pertama 

yaitu bagaimanakah penerapan  hukum  pidana  materiil dalam tindak 

pidana  pencucian  uang  yang  berasal dari tindak pidana korupsi pada 

putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Mks. Dan yang kedua yaitu 

bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 

putusan  dalam tindak  pidana pencucian  uang  yang  berasal  dari tindak 

pidana korupsi pada putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Mks. Berdasarkan  

rumusan  masalah  hasil penelitian  dan  pembahasan maka peneliti 

tersebut menarik kesimpulan bahwa, berdasarkan  keterangan  fakta-fakta  

yang  terungkap  dipersidangan serta diperkuat dengan keterangan saksi-

saksi, keterangan terdakwa, pendapat ahli, alat bukti surat dan alat bukti 

lain berupa informasi yang diucapkan,  dikirimkan,  diterima,  atau  

                                                           
16

Muhammad Andika, “Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika” (Lampung: Universitas 

Lampung Bandar Lampung, 2016).  
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disimpan  secara  elektronik dengan alat bukti optik atau alat yang serupa 

optik dan dokumen serta barang bukti, dan semua itu dapat dipandang 

saling berhubungan satusama  lain  maka  terdakwa  memang  dinyatakan  

bersalah  melakukan tindak pidana korupsi sekaligus tindak pidana 

pencucian uang. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) 

jo Pasal 18 ayat (1)UU  RI  Nomor  31  tahun  1999  tentang  

Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  

dengan  UU  RI  No.  20  tahun  2001tentang  perubahan  atas  UU  RI  

Nomor  31  tahun  1999  tentang  Tindak  Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 

(1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1)KUHP.  Tindak  Pidana  Pencucian  

Uang  Pasal  2  ayat  2  (1)  huruf  aUndang-Undang  No.  8  tahun 2010  

tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 

Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, dan g jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, 

Pasal 3 jo. Pasal 2 ayat(1)  huruf  a  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2010  

tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, 

Pasal 3 jo. Pasal2  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  No.  8  Tahun  

2010  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 

tindak pidana  korupsi  dan  tindak  pidana  pencucian  uang yang  

didasarkan penilaian  objektif  dari  hakim  yang  memeriksa  dan  

mengadili  perkara tersebut  yaitu  latar  belakang  terpidana  apakah  

sudah  pernah melakukan tindak pidana atau belum pernah melakukan 

tindak pidana. Hakim  juga  harus  memperhatikan  bahwa  perbuatan  
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terdakwa  apakah meresahkan masyarakat selain itu dalam menjatuhkan 

pidana kepada terdakwa  yang  harus  diperhatikan  hal-hal  memberatkan  

dan meringankan  terdakwa  serta  tujuan  pemidanaan  itu  juga  harus  

dalamputusan. Misalnya pertimbangan kepada terpidana kasus tindak 

pidanakorupsi  dan  tindak  pidana  pencucian  uang  belum  pernah  

melakukantindak  pidana  sebelumnya,  bersikap  sopan  dan  jujur  selama 

persidangan.
17

 Adapun perbedaan penelitian ini adalah Agus Muliadi 

fokus pada tinjauan yuridis tindak pidana pencucian uang yang berasal dari 

tindak pidana korupsi, sedangkan penelitian ini fokus pada penerapan 

pencuiaan uang yang kemudian dikaitkan dalam kebijakan rahasia bank. 

Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang 

pencucian uang. 

9. Bahar Nur Rahman tahun 2014 Universitas Jenderal Soedirman 

Purwokerto “Pembuktian Terhadap Pelaku Pasif Atas Harta Kekayaan 

Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Tinjauan Yuridis Putusan 

No.603/Pid.Sus/2013/PN.Sda)” Penelitian tersebut mempunyai dua 

rumusan masalah yang pertama Bagaimanakah  proses  pembuktian  

terhadap  pelaku  pasif  atas harta kekayaan pada Putusan 

No.603/Pid.Sus/2013/PN.Sda yang kedua Bagaimanakah  dasar  

pertimbangan  hukum  Hakim  dalam menjatuhkan putusan pidana  

terhadap  pelaku  pasif pada Putusan No.603/ Pid.Sus/2013/ PN.Sda. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan  

                                                           
17

Agus Muliadi, Makasar “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian UangYang Berasal Dari 

Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus No. 48/Pid.Sus/2013/Pn. Mks”(Makassar: Universitas 

Hasanuddin, 2016 ). 
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No.No.603/Pid.Sus/2013/PN.Sda, maka peneliti tersebut menyimpulkan 

bahwa Pembuktian  terhadap  pelaku  pasif  atas  harta  kekayaan  dalam  

tindak pidana pencucian uang pada Putusan No.603/Pid.Sus/2013/PN.Sda : 

a. Beban Pembuktian terbalik bisa diterapkan terhadap Terdakwa Lilik 

Hamidah, langkah ini  merupakan alternatif hukum pembuktian  yang 

menjadi  senjata  ampuh  untuk  mengejar  aset  harta  kekayaan  yang 

berasal dari dari hasil kejahatan. 

b. Terdakwa  Lilik  Hamidah  didasarkan  pada  alat-alat  bukti  yang 

dihadirkan  di  persidangan,  harusnya  mengetahui  telah  menerima 

uang  transferan  dari  hasil  bisnis  narkotika  suaminya  bersama 

rekannya  yang  ditransfer  melalui  rekening  Terdakwa,  jumlah  uang 

yang diterima oleh Terdakwa melalui pentranferan ke rekening  Bank 

BCA  dengan  No.Reg.  4650320773  miliknya,  berjumlah 

Rp.92.700.999,00. 

Pertimbangan  hukum  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  

pidana Terhadap Pelaku Pasif pada Putusan No.603/Pid.Sus/2013/PN.Sda : 

a. Terdakwa  Lilik  hamidah  telah  terbukti  melanggar  Pasal  5  

UndangUndang  No.8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan  

pemberantasan tindak  pidana  pencucian  uang,  karena  terdakwa  Lilik  

Hamidah harusnya  mengetahui  telah  menerima  pentransferan  uang  

melalui rekeningnya  pada  yang  berasal  dari  suaminya  yang  

merupakan terdakwa  dalam  tindak  pidana  asal  yaitu  narkotika.  

terdakwa mengetahui  bahwa  suaminya  melakukan  pentransferan  
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uang  yang relatif  cukup  besar  yang  tidak  sebanding  dengan  

penghasilan suaminya,  sehingga  Terdakwa  Lilik  Hamidah  harusnya  

sudah  patut menduga uang dan harta kekayaan yang diterimanya 

merupakan hasil dari tindak pidana narkotika yang dilakuakan 

suaminya. 

b. Terdakwa Lilik Hamidah  telah memenuhi unsur  mens rea  dan  actus 

reus,  yaitu  harusnya  mengatahui  harta  kekayaan  yang  diterimanya 

berasal  dari  hasil  kejahatan  dan  telah  menggunakan  dan  menguasai 

harta  kekayaan  hasil  dari  kejahatan  tersebut  dan  Majelis  Hakim 

memutus  dengan  pidana  penjara  selama  1  tahun  dan  4  bulan,  

serta denda sebesar Rp.15.000.000,00 sudah sesuai.
18

 

Adapun perbedaan penelitian ini adalah Bahar Nur Rahman fokus 

pada bagaimana pembuktian terhadap pelaku pasif atas harta kekayaan 

dalam tindak pidana pencucian uang. Sedangkan penelitian ini fokus pada 

penerapan pencuiaan uang yang kemudian dikaitkan dalam kebijakan 

rahasia bank. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama 

membahas tentang pencucian uang. 

10. Budi Bahreisy tahun 2013 Universitas Sumatera Utara Medan 

“Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pelaksanaan Undang-

Undang Tindak Pidana Pencucian Uang”. Penelitian tersebut mempunyai 

dua rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana  hubungan  tindak  

pidana  korupsi  dengan  tindak  pidana pencucian uang dan yang kedua 

                                                           
18

Bahar Nur Rahman, “Pembuktian Terhadap Pelaku Pasif Atas Harta Kekayaan Dalam Tindak 

Pidana Pencucian Uang Tinjauan Yuridis Putusan No.603/Pid.Sus/2013/PN.Sda” 2014 

(Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman 2014).  
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bagaimana cara pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pelaksanaan 

Undang-Undang tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan yang di lakukan oleh peneliti tersebut, maka 

peneliti tersebut menyimpulkan bahwa tindak  pidana  korupsi  dengan  

tindak  pidana  pencucian  uang  memiliki hubungan  yang  sangat  erat.  

Hal  tersebut  secara  jelas  dapat  dilihat  dalam Pasal 2  ayat 1 Undang-

Undang No. 8  tahun  2010  tentang  pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana pencucian Uang. Dari  ketentuan  Pasal 20 Yunus Husein, 

loc . cit tersebut di atas, bahwa tindak  pidana korupsi merupakan salah 

satu dari jenis tindak pidana asal yang  berkaitan dengan tindak pidana 

pencucian uang. Tindak pidana asal (predicate crime) adalah tindak pidana 

yang memicu (sumber) terjadinya  tindak pidana pencucian uang, sehingga 

penanganan perkara tindak pidana pencucian uang mempunyai arti penting 

bagi pengembalian asset Negara  terkait dengan pemberantasan tindak 

pidana korupsi pemberantasan  tindak  pidana korupsi melalui pelaksanaan 

Undang-Undang pencucian uang dilakukan secara bersungguh-sungguh 

dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum pidana. Mengingat tindak 

pidana korupsi dan tindak  pidana  pencucian uang sebagai tindak pidana 

dengan melibatkan financial  sistem  yang mempunyai dampak begitu 

besar bagi suatu Negara maka sangat  diperlukan suatu usaha yang khusus 

untuk menanggulanginya, usaha  tersebut meliputi pengefektifan bagi 

financia sistem prinsip mengenal nasabah. Dalam prinsip mengenal 

nasabah perlu pula dilakukan pemantauan rekening dan transaksi nasabah  
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disamping itu bank wajib  memiliki sistem  informasi yang dapat  

mengindentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan 

secara efektif mengenai karateristik  transaksi  yang  dilakukan  oleh  

nasabah  bank.  Dalam Pemberantasan tindak pidana pencucian uang 

melalui hasil dari korupsi, perlu melibatkan  kerja sama antara PPATK 

dengan  Kepolisan, PPATK dengan Kejaksaan, PPATK dengan 

Kehakiman, dan PPATK dengan KPK.
19

 Adapun perbedaan penelitian ini 

adalah Budi Bahreisy fokus pada pemberantasan tindak pidana korupsi 

melalui pelaksanaan Undang-Undang tindak pidana pencucian uang, 

sedangkan penelitian ini fokus pada penerapan pencuiaan uang yang 

kemudian dikaitkan dalam kebijakan rahasia bank. Adapun persamaan dari 

penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pencucian uang. 
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Budi Bahreisy, “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pelaksanaan Undang-Undang 

Tindak Pidana Pencucian Uang” (Medan: Universitas Sumatera Utara,2013). 
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Secara ringkas, penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No 

Nama dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Jenis 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Persamaan dan 

Perbedaan 

1. Shahnaz 

Aisyah 

Arifiah 

(2017) 

Penerapan 

Prinsip 

Mengenal 

Nasabah 

(Know Your 

Customer 

Principle) 

Sebagai 

Pencegahan 

Pencucian 

Uang (Money 

Laudering) 

Pada PT. Bank 

BNI Syariah 

Jember 

Kualitatif penerapan prinsip 

mengenal nasabah PT. 

Bank BNI Syariah 

Jember melalui 

beberapa tahap. Ada 5 

tahap untuk 

menerapkan prinsip 

mengenal nasabah 

secara maksimal, yaitu 

pertama dengan cara 

pengawasan dari 

dalam atau bisa juga 

disebut dengan 

pengawasan intern, 

meliputi usaha 

penjagaan operasi, 

pengawasan efisiensi, 

pengawasan catatan, 

pengawasan formulir, 

pemeriksaan 

langsung. Setelah itu 

yang kedua PT. Bank 

BNI Syariah Jember 

melakukan 

pengidentifikasian dan 

memverifikasi data 

calon nasabah setelah 

menjadi nasabah, yang 

ke tiga PT. Bank BNI 

Syariah Jember akan 

selalu memantau 

transaksi nasabah dari 

sistem yang dimiliki 

oleh PT. Bank BNI 

Syariah Jember yakni 

STR System 

(Suspicious 

Transaction Report 

Perbedaan 

penelitian ini 

adalah Shahnaz 

Aisyah Arifiah 

ini fokus pada 

Penerapan 

Prinsip Mengenal 

Nasabah (Know 

Your Customer 

Principle) dan 

Pencegahan 

Pencucian Uang 

(Money 

Laudering). 

sedangkan 

penelitian ini 

fokus pada 

penerapan 

pencuiaan uang 

yang kemudian 

dikaitkan dalam 

kebijakan rahasia 

bank. Adapun 

persamaan dari 

penelitian ini 

yaitu sama-sama 

membahas 

tentang 

pencucian uang 

(money 

laundering). 
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System). PT. Bank 

BNI Syariah Jember 

juga melakukan 

managemen risiko 

terkait dengan 

pencegahan pencucian 

uang PT. Bank BNI 

Syariah Jember akan 

melakukan 

pengawasan ekstra 

kepada nasabah yang 

berisiko tinggi untuk 

mencegah adanya risk 

loss yang akan terjadi 

dimasa mendatang 

2.  Eliz 

Firdyawati 

Emiriami 

(2005) 

Aspek Rahasia 

Bank Dalam 

Tindak Pidana 

Pencucian 

Uang di 

Indonesia 

Kualitatif Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa 

pemberlakuan 

kebijakan rahasia 

bank di Indonesia 

yang diatur dalam UU 

No 7 Tahun 1992 

Tentang perbankan 

sebagaimana telah 

diubah dengan UU No 

10 Tahun 1998. Bab 1 

ketentuan Umum 

pasal 1 angka16 

kemudian pasal 40 

ayat (1) dan pasal 40  

ayat (2) sangat rawan 

rawan dimanfaatkan 

para pelaku tindak 

pidana pencucian 

uang. Pencucian uang 

merupakan suatu 

tindak pidana, 

keberadaan lembaga 

perbankan sebagai 

salah satu lembaga 

keuangan di Indonesia 

yang menerapkan 

kebijakan rahasia 

bank membuka 

peluang bagi pelaku 

kejahatan untuk 

Persamaa 

Penelitian 

tersebut adalah 

sama-sama 

mengkaji tentang 

masalah 

pencucian uang 

(money 

Laundering). 

sedangkan 

Perbedaa Peneliti 

Eliz Firdyawati 

Emiriani ini 

fokus pada  aspek 

rahasia bank yang 

kemudian 

dikaitkan dengan 

tindak pidana 

pencucian uang 

sedangkan 

penelitian ini 

fokus pada 

penerapan anti 

pencuiaan uang 

yang kemudian 

dikaitkan dalam 

kebijakan rahasia 

bank. 
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memanfaatkan 

lembaga perbankan 

sebagai sarana atau 

alat untuk 

memasukkan harta 

kekayaan yang berasal 

dari tindak pidana ke 

dalam system 

keuangan. 

3. Ike Dwi 

Setiawati 

(2008 

Analisis 

Hukum 

Terhadap 

Money 

Laundering 

Dalam 

Kaitannya 

Dengan 

Penerapan 

Rahasia Bank 

Pada 

Perbankan 

Indonesia. 

Kualitatif Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa 

rahasia bank jiwa dari 

sistem perbankan, 

dengan adanya 

ketentuan rahasia 

bank, kepentingan 

antara nasabah dan 

bank dapat 

terlindungi. 

Pelaksanaan rahasia 

bank diatur dalam 

pasal 40 sampai 

dengan pasal 45, pasal 

57 dan pasal 47A 

Undang-Undang No. 7 

Tahun 1992 Juncto 

Undang-Undang No. 

10 Tahun 1998 

tentang perbankan. Di 

suatu sisi, rahasia 

bank merupakan hal 

yang wajib dilakukan 

oleh bank yang 

didahului oleh prinsip 

Know Your Customer 

(KYC)dan hal ini 

merupakan prinsip 

yang sangat 

mendukung bank 

dalam melakukan 

kegiatan usaha. 

Persamaan 

Peneliti tersebut 

sama-sama 

meneliti Money 

Laundering dan 

sama membahas 

tentang rahasia 

bank. sedangkan 

Perbedaannya 

yaitu Ike Dwi 

Setiawati focus 

pada bagaiman 

penerapan rahasia 

bank yang 

kemudian 

dikaitkan dengan 

tindak pidana 

pencucian uang 

sedang peneliti 

ini fokus pada 

bagaimana 

penerapan anti 

pencucian uang 

dan kebijakan 

rahasia bank. 

4. Try 

Sutrisno 

Syarif 

(2014) 

Tinjauan 

Yuridis 

Tentang 

Tindak Pidana 

Pencucian 

Kualitatif Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa 

ada beberapa poin 

yang perlu digaris 

bawahi mengenai 

Adapun 

persamaannya 

Sama-sama 

meneliti tetang 

Pencucian uang 
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Uang Dalam 

Pasar Modal. 

modus tindak pidana 

pencucian uang dalam 

pasar modal adalah 

pertama, perdagangan 

di pasar saham/modal 

bersifat internasional, 

hal ini mendasari 

seseorang bisa 

membeli saham 

manapun; kedua 

instrumen yang 

diperdagangkan dalam 

pasar modal antara 

lain seperti saham, 

reksadana, yang 

sifatnya likud (mudah 

diungkapkan, 

dicairkan, dibeli atau 

mudah dijual); ketiga, 

kompetisi pelaku 

dalam pasar modal itu 

sangat kompetitif, 

maksudnya pelaku 

industri dalam pasar 

modal seperti bursa 

efek, manajemen 

infestasi (broker), dan 

investor yang punya 

banyak uang, sehingga 

keuntungan lebih 

diutamakan ketimbang 

asal-usul dan investor; 

keempat, dalam 

pembelian produk-

produk dalam pasar 

modal antara lain 

seperti saham, itu 

biasanya 

menggunakan nama 

orang lain, atau 

menyuruh orang lain 

menggunakan 

namanya tanpa mesti 

betanya-tanya asal-

usul uangnya. 

 

(money 

laundering). 

Sedangkan 

Perbedaannya 

Try Sutrisno 

Syarif membahas 

tentang modus 

dan pencegahan 

tindak pidana 

pencucian uang 

sedangkan dalam 

penelitian ini 

fokus pada 

penerapan anti 

pencucian uang 

dan kebijakan 

rahasia bank. 
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5. Raihan 

Dirham 

tahun 

(2015) 

Tindak Pidana 

Pencucian 

Uang (Money 

Laundering) 

dalam 

Transaksi 

Perbankan 

Metode 

penelitian 

hukum 

normatif 

penerapan hukum 

dalam tindak pidana 

pencucian uang dalam 

transaksi perbankan 

merupakan suatau 

tindak pidana yang 

cukup kompleks. 

Cukup komplesk  

yang  dimaksudkan  

oleh  penulis  ialah  

banyak  aspek  yang 

diperhatikan  dalam  

melakukan  

kriminalisasi  di  

Indonesia.  Perlu 

diperhatikan  aspek  

histortis  yang  

panjang  sebelum  

melakukan 

kriminalisasi  tindak  

pidana pencucian  

uang. Walaupun ada  

juga  peranan pihak  

international  sehingga  

Indonesia  melakukan  

kriminalisasi  tindak 

pidana pencucian 

uang. Setelah 

Indonesia menjadikan 

tindak pidana 

pencucian uang 

sebagai suatu 

kejahatan diperlukan 

usaha lebih keras 

untuk menegakkan 

hukum tersebut. 

Ditinjau  melalui  teori  

Lawrance  M.  

Friedman  mengenai  

Tri  Elemen  Of Legal  

System.  Bahwa  harus  

memperhatikan  tiga  

eleman  hukum  yaitu: 

substansi,  subjek,  

dan  kultur.  Ketiga  

elemen  tersebut  telah  

Perbedaan 

penelitian ini 

adalah Raihan 

Dirham fokus 

pada tindak 

pidana pencucian 

uang (Money 

Laundering) 

dalam ransaksi 

perbankan 

sedangkan 

penelitian ini 

fokus pada 

penerapan 

pencuiaan uang 

yang kemudian 

dikaitkan dalam 

kebijakan rahasia 

bank. Adapun 

persamaan dari 

penelitian ini 

yaitu sama-sama 

membahas 

tentang 

pencucian uang. 
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diperhatikan oleh 

pemerintah Indonesia 

dalam menegakkan 

hukum di Indonesia 

dan di terapkan pada 

tindak pidana 

pencucian uang. 

Dalam  studi  kasus  

nomor  

447/Pid.B/PN.Krw, 

bahwa  hakim  telah 

memutuskan secara  

sah  bahwa  terdakwa  

bersalah.  Dan  penulis 

berpendapat  bahwa  

hakim  telah  

mengabil  keputusan  

yang  benar  sesuai 

hukum yang berlaku 

ditinjau dari segi 

hukum materill 

maupun formill 

6. Bagus 

Yuliawan 

(2012) 

Tindak Pidana 

Pencucian 

Uang (Money 

Laundering) 

yang 

Dilakukan 

Secara 

Bersama-sama 

Yuridis 

normatif 

berdasarkan fakta-

fakta yang terungkap 

di persidangan 

diketahui bahwa 

semua unsur-unsur 

dalam dakwaan ketiga 

lebih subsidair telah 

terpenuhi, melanggar 

Pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang No. 8 

Tahun 2010 jo Pasal 

55 ayat (1) ke-1 KU H 

P jo Pasal 64 ayat (1) 

KU H P, sehingga 

para terdakwa telah 

terbukti secara sah dan 

menyakinkan bersalah 

melakukan tindak 

pidana “menerima, 

menguasai 

penempatan 

pentrasferan yang 

patut diduganya 

merupakan hasil 

Adapun 

perbedaan 

penelitian ini 

adalah Bagus 

Yuliawan fokus 

pada tindak 

pidana pencucian 

uang (money 

laundering) yang 

dilakukan secara 

bersama-sama 

sedangkan 

penelitian ini 

fokus pada 

penerapan 

pencuiaan uang 

yang kemudian 

dikaitkan dalam 

kebijakan rahasia 

bank. Adapun 

persamaan dari 

penelitian ini 

yaitu sama-sama 

membahas 
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tindak pidana yang 

terikat dengan 

narkotika secara 

bersama-sama dan 

berlanjut”.  

tentang 

pencucian uang. 

 

7. oleh  
Muhammad 

Andika 

Ramadhanta 

(2016) 

Penegakan 

Hukum Pidana 

Dalam Upaya 

Pemberantasan 

Tindak Pidana 

Pencucian 

Uang Yang 

Berasal Dari 

Hasil Tindak 

Pidana 

Narkotika 

(Studi Pada 

Kepolisian 

Daerah 

Lampug) 

Yuridis 

normatif 

Penegakan hukum 

pidana perkara 

narkotika sebagai 

tindak pidana asal 

dalam tindak  pidana  

pencucian  uang  

dilakukan  melalui  

pendekatan  

penegakan hukum  

dengan  menggunakan  

kerangka  UUTPPU  

sebagaimana  di 

introdusir oleh Pasal 3 

dalam penyidikan 

terhadap pelaku  

tindak pidana  

pencucian uang dalam  

kasus  menjerat  

pelaku  

penyalahgunaan  

Narkoba  yakni  

produsen Narkotika.  

Adapun  yang  

menjadi  dasar  

pertimbangan  

penyidik  melakukan 

peyidikan  patut 

diduganya  aset  

berasal dari hasil 

tindak pidana  adalah 

apakah transaksi  yang 

dilakukan sesuai 

profil, apakah 

seseorang tersebut 

melakukan transaksi  

sesuai  kapasitasnya,  

dan  apakah  transaksi  

yang  dilakukan  

terdapat underlying  

transaksinya.   

 

Adapun 

perbedaan 

penelitian ini 

adalah 

Muhammad 

Andika 

Ramadhanta fokus 

pada penegakan 

hukum pidana 

dalam upaya 

pemberantasan 

tindak pidana 

pencucian uang 

yang serasal dari 

hasil tindak 

pidana narkotika, 

sedangkan 

penelitian ini 

fokus pada 

penerapan 

pencuiaan uang 

yang kemudian 

dikaitkan dalam 

kebijakan rahasia 

bank. Adapun 

persamaan dari 

penelitian ini 

yaitu sama-sama 

membahas 

tentang 

pencucian uang. 
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8. Agus 

Muliadi 

(2016) 

Tinjauan 

Yuridis Tindak 

Pidana 

Pencucian 

UangYang 

Berasal Dari 

Tindak Pidana 

Korupsi (Studi 

Kasus No. 

48/Pid.Sus/201

3/Pn. Mks) 

Penelitian 

kepustakaan 

(library 

research) 

berdasarkan  

keterangan  fakta-

fakta  yang  terungkap  

dipersidangan serta 

diperkuat dengan 

keterangan saksi-

saksi, keterangan 

terdakwa, pendapat 

ahli, alat bukti surat 

dan alat bukti lain 

berupa informasi yang 

diucapkan,  

dikirimkan,  diterima,  

atau  disimpan  secara  

elektronik dengan alat 

bukti optik atau alat 

yang serupa optik dan 

dokumen serta barang 

bukti, dan semua itu 

dapat dipandang 

saling berhubungan 

satusama  lain  maka  

terdakwa  memang  

dinyatakan  bersalah  

melakukan tindak 

pidana korupsi 

sekaligus tindak 

pidana pencucian 

uang. 

perbedaan 

penelitian ini 

adalah Agus 

Muliadi fokus 

pada tinjauan 

yuridis tindak 

pidana pencucian 

uang yang berasal 

dari tindak pidana 

korupsi, 

sedangkan 

penelitian ini 

fokus pada 

penerapan 

pencuiaan uang 

yang kemudian 

dikaitkan dalam 

kebijakan rahasia 

bank. Adapun 

persamaan dari 

penelitian ini 

yaitu sama-sama 

membahas 

tentang 

pencucian uang. 

 

9. Bahar Nur 

Rahman 

(2014) 

Pembuktian 

Terhadap 

Pelaku Pasif 

Atas Harta 

Kekayaan 

Dalam Tindak 

Pidana 

Pencucian 

Uang 

(Tinjauan 

Yuridis 

Putusan 

No.603/Pid.Su

s/2013/PN.Sda

) 

Kualitatif Beban Pembuktian 

terbalik bisa 

diterapkan terhadap 

Terdakwa Lilik 

Hamidah, langkah ini  

merupakan alternatif 

hukum pembuktian  

yang menjadi  senjata  

ampuh  untuk  

mengejar  aset  harta  

kekayaan  yang 

berasal dari dari hasil 

kejahatan. 

Terdakwa  Lilik  

Hamidah  didasarkan  

pada  alat-alat  bukti  

yang dihadirkan  di  

Adapun 

perbedaan 

penelitian ini 

adalah Bahar Nur 

Rahman fokus 

pada bagaimana 

pembuktian 

terhadap pelaku 

pasif atas harta 

kekayaan dalam 

tindak pidana 

pencucian uang. 

Sedangkan 

penelitian ini 

fokus pada 

penerapan 

pencuiaan uang 
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persidangan,  

harusnya  mengetahui  

telah  menerima uang  

transferan  dari  hasil  

bisnis  narkotika  

suaminya  bersama 

rekannya  yang  

ditransfer  melalui  

rekening  Terdakwa,  

jumlah  uang yang 

diterima oleh 

Terdakwa melalui 

pentranferan ke 

rekening  Bank BCA  

dengan  No.Reg.  

4650320773  

miliknya,  berjumlah 

Rp.92.700.999,00. 

 

yang kemudian 

dikaitkan dalam 

kebijakan rahasia 

bank. Adapun 

persamaan dari 

penelitian ini 

yaitu sama-sama 

membahas 

tentang 

pencucian uang. 

 

10. Budi 

Bahreisy 

tahun 2013 

Pemberantasan 

Tindak Pidana 

Korupsi 

Melalui 

Pelaksanaan 

Undang-

Undang 

Tindak Pidana 

Pencucian 

Uang 

Kualitatif tindak  pidana  

korupsi  dengan  

tindak  pidana  

pencucian  uang  

memiliki hubungan  

yang  sangat  erat.  

Hal  tersebut  secara  

jelas  dapat  dilihat  

dalam Pasal 2  ayat 1 

Undang-Undang No. 8  

tahun  2010  tentang  

pencegahan dan 

pemberantasan tindak 

pidana pencucian 

Uang. Dari  ketentuan  

Pasal 20 Yunus 

Husein, loc . cit 

tersebut di atas, bahwa 

tindak  pidana korupsi 

merupakan salah satu 

dari jenis tindak 

pidana asal yang  

berkaitan dengan 

tindak pidana 

pencucian uang. 

Tindak pidana asal 

(predicate crime) 

Adapun 

perbedaan 

penelitian ini 

adalah Budi 

Bahreisy fokus 

pada 

pemberantasan 

tindak pidana 

korupsi melalui 

pelaksanaan 

Undang-Undang 

tindak pidana 

pencucian uang, 

sedangkan 

penelitian ini 

fokus pada 

penerapan 

pencuiaan uang 

yang kemudian 

dikaitkan dalam 

kebijakan rahasia 

bank. Adapun 

persamaan dari 

penelitian ini 

yaitu sama-sama 

membahas 

tentang 
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adalah tindak pidana 

yang memicu 

(sumber) terjadinya  

tindak pidana 

pencucian uang, 

sehingga penanganan 

perkara tindak pidana 

pencucian uang 

mempunyai arti 

penting bagi 

pengembalian asset 

Negara  terkait dengan 

pemberantasan tindak 

pidana korupsi 

pemberantasan  tindak  

pidana korupsi 

melalui pelaksanaan 

Undang-Undang 

pencucian uang 

dilakukan secara 

bersungguh-sungguh 

dengan 

mengedepankan 

prinsip-prinsip hukum 

pidana. Mengingat 

tindak pidana korupsi 

dan tindak  pidana  

pencucian uang 

sebagai tindak pidana 

dengan melibatkan 

financial  sistem  yang 

mempunyai dampak 

begitu besar bagi 

suatu Negara maka 

sangat  diperlukan 

suatu usaha yang 

khusus untuk 

menanggulanginya, 

usaha  tersebut 

meliputi pengefektifan 

bagi financia sistem 

prinsip mengenal 

nasabah. 

pencucian uang. 
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B. Kajian Teori  

1. Pencucian Uang (Money Laundering) 

a. Pengertian Pencucian Uang (money laundering) 

Dalam bahasa Indonesia istilah money laundering ini sering juga 

diterjemahkan dengan istilah “pemutihan uang” atau “pencucian uang”. 

Hal ini adalah terjemahan yang wajar mengingat kata “launder” dalam 

bahasa Inggris sendiri berarti “mencuci”. Oleh karena itu, sehari-hari 

dikenal kata “laundry” yang berarti cucian. Uang yang diputihkan atau 

dicuci tersebut adalah uang dari hasil kejahatan, misalnya uang hasil 

jual beli narkotika atau hasil korupsi, sehingga diharapkan setelah 

pemutiahan atau pencucian tersebut, uang tadi tidak terdeteksi lagi 

sebagai uang hasil kejahatan dan telah menjadi uang-uang bersih 

lainnya. Untuk itu, yang utama dilakukan dalam kegiatan money 

laundering adalah menghilangkan atau menghapuskan jejak dan asal 

usul uang tersebut. Dengan proses kegiatan money laundering, uang 

yang semula merupakan uang haram (dirty money) diproses sehingga 

menghasilkan uang bersih (clean money). Dalam proses ini, uang 

tersebut disalurkan melalui jalan “penyesatan” (imaze). 

Definisi lain yang pernah diberikan terhadap money laundering  

adalah sebagai suatu investasi uang atau transaksi uang yang berasal 

dari kejahatan terorganisir, transaksi tidak sah di bidang narkotika, dan 

sumber-sumber tidak sah lainnya. Dengan tujuan agar uang tersebut 

berjalan melalui saluran-saluran yang sah, sehingga sumber aslinya 
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tidak dapat dilacak kembali. Jadi, merupakan penghapusan jejak jika 

ada yang menelusuri sumber asal uang yang tidak sah tersbut.
20

 

Dengan adanya dinamika nasional, regional maupun global yang 

diiringi dengan perkembangan produk, aktivitas dan teknologi 

informasi bank yang semakin kompleks, sehingga berpotensi akan 

meningkatkan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk 

menyalahgunakan fasilitas dan produk perbankan sebagai sarana 

pencucian uang dan pendanaan terorisme, dengan modus operandi yang 

lebih canggih, maka dengan ini Bank Indonesia sebagai lembaga 

regulator dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan perbank nasional 

telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/Pbi/2012 

tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan 

pendanaan terorisme bagi bank umum. 

Dasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 14/27/Pbi/2012 tentang penerapan program anti pencucian uang 

dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum adalah sebagai 

berikut: 

1) bahwa  dengan  adanya  dinamika  nasional,  regional dan  global  

serta  semakin  kompleksnya  produk, aktivitas,  dan  teknologi  

informasi  bank  maka  risiko pemanfaatan  bank  dalam  pencucian  

uang  dan pendanaan teroris semakin tinggi; 

                                                           
20

Munir Fuadi, Hukum Perbankan Modern:Buku Kedua, (Bandung: PT Citra Aditnya Bakti, 

2004), 147-148.  
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2)  bahwa peningkatan risiko yang dihadapi bank perlu diimbangi  

dengan  peningkatan  kualitas  penerapan manajemen  risiko yang  

terkait dengan program anti pencucian  uang  dan  pencegahan  

pendanaan terorisme;  

3) bahwa  penerapan  manajemen  risiko  yang  terkait dengan  

program  anti  pencucian  uang  dan pencegahan  pendanaan  

terorisme  perlu  mengacu pada  prinsip-prinsip  umum  yang  

berlaku  secara internasional; 

4) bahwa   dalam   rangka   penerapan  program  anti pencucian  uang  

dan  pencegahan  pendanaan terorisme  secara  lebih  efektif,  telah  

ada penyempurnaan  dan  penerbitan  peraturan perundang-

undangan serta penyempurnaan standar internasional  mengenai  

penerapan  program  anti pencucian  uang  dan  pencegahan  

pendanaan terorisme.
21

 

Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang sangat 

seirus terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara 

keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana 

multidimensi dan bersifat transnasional yang sering kali melibatkan 

jumlah uang yang cukup besar maka dari itu pemerintah mengeluarkan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.  
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Adapun dasar dikeluarkannya Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana pencucian uang adalah: 

1) Bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam 

stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga 

dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2) Bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian 

uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin 

kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran 

dan pengambilan harta kekayaan hasil tindak pidana. 

3) Bahwa Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang tindak 

pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan 

perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar 

internasional sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang 

baru.
22

 

b. Modus Operandi dan Instrumen yang Digunakan dalam Kejahatan 

Money Laundering. 

Ada beberapa modus operandi yang sering digunakan dalam 

melakukan kejahatan money laundering, yaitu: 
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1) Kerja sama penanaman modal, 

2) Agunan kredit Bank Swiss, 

3) Transfer ke luar negeri, 

4) Usaha tersamar di dalam negeri, 

5) Tersamar dalam perjudian, 

6) Penyamaran dokumen, 

7) Pinjaman luar negeri. 

Untuk lebih jelasnya, berikut ini penjelasan dari masing-masing 

modus operandi tersebut, yaitu: 

1) Kerja sama penanaman modal 

Dalam modus operandi seperti ini, maka uang hasil 

kejahatan tersebut dibawa keluar negeri. Kemudian, uang tersbut 

dimasukkan kembali ke dalam negeri lewat proyek-proyek 

penanaman modal asing (joint venture). Selanjutnya, keuntungan 

dari perusahaan joint venture tersebut diinvestasikan lagi ke dalam 

proyek-proyek yang lain, sehingga keuntungan dari proyek tersebut 

sudah merupakan uang yang bersih bahkan sudah terkena potongan 

pajak. 

2) Agunan Kredit Bank Swiss 

Dalam hal ini uang hasil kejahatan diselundupkan terlebih 

dahulu ke luar negeri, di mana di luar negeri tersebut uang itu 

disimpan di bank tertentu. Dari bank luar negeri tersebut, uang itu 

ditransfer ke bank di Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian, 
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deposito tersebut dijadikan jaminan hutang atas pinjaman di bank 

lain di negara lain (misalnya salah satu bank di Eropa). Uang dari 

pinjaman tersebut kemudian ditanamkan kembali ke negara asal di 

mana kejahatan yang menghasilkan uang tersebut dilakukan dan 

uang yang demikian sudah menjadi uang yang bersih. 

3) Transfer ke Luar Negeri 

Dalam hal ini uang hasil kejahatan tersebut ditransfer keluar 

negeri lewat cabang bank luar negeri di negara asal kejahatan. 

Selanjutnya, dari luar negeri uang tersebut dibawa kembali ke 

dalam negeri oleh orang tertentu, seolah-olah uang tersebut berasal 

dari luar negeri. 

4) Usaha Tersamar di Dalam Negeri 

Suatu perusahaan samaran di dalam negeri didirikan dengan 

uang hasil kejahatan tersebut. Perusahaan tersebut kemudian 

berbisnis dan tidak menjadi soal apakah perusahaan tersebut untung 

atau rugi. Akan tetapi, seolah-seolah yang terjadi adalah 

perusahaan yang bersangkutan telah menghasilkan uang bersih. 

5) Tersamar dalam Perjudian 

Dalam hal ini dengan uang hasil kejahatan tersebut 

didirikanlah suatu usaha perjudian, sehingga seolah-olah uang 

tersebut sebagai hasil dari usaha judi tersebut, atau dibeli nomor 

undian berhadiah dengan nomor menang yang dipesan dengan 
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harga yang tinggi, sehingga seolah-olah uang tersebut adalah hasil 

dari menangnya undian tersebut. 

6) Penyamaran Dokumen 

Dalam metode ini uang tersebut tidak ke mana-mana, tetapi 

tetap dalam negeri. Namun demikian, keberadaan uang tersebut 

didukung oleh berbagai dokumen bisnis yang dipalsukan atau 

direkayasa sehingga ada kesan uang tersebut berasal dari bisnis 

yang berhubungan dengan dokumen yang bersangkutan. Rekayasa 

dokumen tersebut misalnya dengan melakukan double invoice 

dalam hal ekspor-impor, sehingga uang tersebut seolah-olah 

merupakan hasil dari bisnis ekspor-impor tersebut. 

7) Pinjaman Luar Negeri 

Uang hasil kejahatan dalam hal ini dibawa keluar negeri. 

Kemudian, uang tersebut dimasukkan kembali ke negara asalnya 

dalam bentuk pinjaman luar negeri. Jadi, seolah-olah uang tersebut 

di peroleh karena pinjaman (bantuan kredit) dari luar negeri.
23

 

c. Tahap-Tahap dari Aktivitas Money Laundering 

Kegiatan money laundering tersebut biasanya dilakukan secara 

bertahap. Penahapan inilah yang menyebabkan uang tersebut semakin 

sulit terlacak dan akan kehilangan jejak, bahkan sangat sulit untuk 

ditelusuri. Biasanya, tahapan tahapan kegiatan money laundering 

tersebut adalah sebagai berikut :  
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1) Tahap Penempatan Dana (placement) 

Dalam tahap penempatan dana ini (placement), uang hasil 

kejahatan ditempatkan pada bank tertentu yang dianggap aman. 

Penempatan uang tersebut dimaksudkan hanya untuk sementara 

waktu saja. Dalam tahap penempatan dana ini juga dilakukan 

proses membenam uang (immersion). Proses membenamkan uang 

tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a) Dibenamkan uang tersebut dengan melalui proses pembayaran 

yang sah di berbagai lembaga keuangan. Misalnya, melalui 

rekening Koran, surat berharga. 

b) Sebanyak mungkin melakukan transaksi tunai (cash and 

carry), sehingga asal-usul uang tersebut menjadi semakin sulit 

dilacak. Karena itu, dalam hal ini uang tersebut digunakan 

dalam usaha perdagangan eceran, perdagangan batu permata, 

barang antik, uang atau perangko tua, restoran, bar, klub 

malam, serta perjudian dan pelacuran yang dilokalisasi. 

2) Tahap Pelapisan (layering) 

Dalam tahap pelapisan ini, dilakukan kegiatan-kegiatan 

yang bertujuan untuk menghilangkan jejak atau indikasi dari asal-

usul uang tersebut. Dalam tahap membenamkan uang ini, uang 

tersebut benar-benar diputihkan/ dicuci, untuk menghilangkan jejak 

uang tersebut. Ada banyak sekali cara yang dilakukan dalam tahap 

ini.  
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3) Tahap Integrasi 

Dalam tahap integrasi dan repatriasi ini uang hasil kejahatan 

yang telah dicuci pada tahap pembenaman tersebut dikumpulkan 

kembali kedalam suatu proses keuangan yang sah. 

Karena itu, pada tahap ini uang tersebut sudah benar-benar 

bersih dan sulit dilacak asal-muasalnya. Dengan demikian, jika 

dalam proses-proses sebelumnya uang tersebut dibenamkan dan 

dicuci, maka pada tahap integrasi ini dapat dikatan bahwa uang 

yang telah dicuci tersebut dikeringkan kembali sehingga menjadi 

uang yang kering dan bersih seperti halnya uang-uang yang 

lainnya.
24

 

d. Objek Pencucian Uang 

Menurut Sarah N. Welling, money laundering dimulai dengan 

“uang haram” atau “uang kotor” (dirty money). Uang dapat menjadi 

kotor dengan dua cara, pertama, melalui pengelakan pajak (Tax 

evasion). Yang di maksud dengan “pengelakan pajak” ialah 

memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada 

pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak lebih sedikit daripada 

yang sebenarnya diperoleh. Kedua, memperoleh uang melalui cara-cara 

yang melanggar hukum. Teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal 

itu, antara lain penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan 

narkoba secara gelap (drug sales atau drug traficking), penjualan gelap 
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(illegal gambling), penyuapan (bribery), terorisme (terrorism), 

pelacuran  (prostitution), perdagangan senjata (arms trafficking), 

penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi (smuggling of 

contraband alcohol, tobacco, pornography), penyelundupan imigran 

gelap (illegal immigration rackets atau people smuggling), dan 

kejahatan kerah putih (white collar crime). 

Praktik-praktik money laundering memang mula-mula 

dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas 

perdangan narkotika dan obat-obatan sejenis itu (narkoba dan drug) 

atau yang dikenal sebagai illegal drug trafficking. Namun kemudian, 

money laundering dilakukan pula terhadap uang-uang yang diperoleh 

dari sumber-sumber kejahatan lain seperti yang dikemukakan di atas. 

Sebenarnya, sumber pengumpulan uang haram secara 

internasional yang berasal dari drug trafficking bukanlah yang utama. 

Porsi utama dari uang haram itu berasal dari tax evasion, flight capital, 

dan irregular or hidden economies yang dibedakan dari the overly 

criminal economies. Flight capital termasuk  flight capital atas uang 

yang disediakan oleh negara maju (developed countries) bagi negara 

berkembang (developing countries) dalam bentuk bantuan keuangan 

(financial aid), yang tidak dibelanjakan atau diinvestasikan di negara 

yang bersangkutan, tetapi kemudian kembali kepada negara-negara 

berkembang tersebut sebagai illegal exported capital. Uang inilah yang 
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sering ditempatkan di bank luar negeri yang justru telah memberikan 

kredit tersebut.
25

 

e. Pencegahan Secara Hukum Terhadap Money Laundering 

Dari berbagai cara untuk mencegah terjadi kejahatan money 

laundering di berbagai negara, dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) 

kelompok cara pencegahan, yaitu sebagai berikut: 

1) Know Your Customer 

Know your customer (kenalilah nasabahmu) merupakan 

suatu prinsip dimana pihak petugas di bidang keuangan (seperti 

bankir, manajer investasi, dan lain-lain) harus mengetahui betul 

atau berusaha mengetahui siapakah nasabahnya itu. Apakah dia 

orang baik-baik atau dia orang yang jahat. 

Apabila ada indikasi bahwa dia orang yang jahat, awasilah 

gerak-geriknya. Prinsip ini membebankan tanggung jawab hukum 

sampai batas-batas tertentu kepada pihak petugas di bidang 

keuangan tersebut. 

2) Kecurigaan dan Pelaporan 

Menurut ini, harus ada kecurigaan tertentu jika terjadi: 

a) Transaksi besar yang tidak wajar, atau 

b) Transfer uang yang terjadi dalam jumlah yang besar, atau  

c) Transaksi-transaksi lain di mana terdapat petunjuk-petunjuk 

mencurigakan. 
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3) Ancaman Pidana 

Karena tindakan money laundering ini merupakan tindak 

pidana, maka dibanyak negara tindakan ini diancam dengan hukum 

pidana. Di Amerika Serikat misalnya, disana dalam Undang-

Undang Tahun 1986, untuk kejahatan money laundering ini 

diancam dengan hukuman 20 (dua puluh) tahun penjara dan 10 

(sepuluh) tahun penjara, bergantung dari jenis kegiatan money 

laundering yang dilakukan.
26

 

2. Kebijakan Rahasia Bank 

a. Pengertian Rahasia Bank 

Hubungan antara bank dengan nasabahnya ternyata tidaklah 

seperti hubungan kontraktual biasa. Akan tetapi dalam hubungan 

tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka 

rahasia bank dari nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika 

ditentukan lain perundang-undangan yang berlaku. 

Dengan demikian, istilah rahasia bank mengacu kepada rahasia 

dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya. Sedangkan rahasia-

rahasia lain yang bukan merupakan rahasia antara bank dengan 

nasabah, sungguhpun juga bersifat “rahasia” tidak tergolong kedalam 

istilah “rahasia bank” menurut Undang-Undang perbankan. Rahasia-

rahasia lain yang bukan rahasia bank tersebut misalnya rahasia 

mengenai data dalam hubungan dengan pengawasan bank oleh Bank 
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Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dan pasal 33 

Undang-Undang perbankan.
27

 

b. Teori Mengenai Rahasia Bank 

Terdapat 2 (dua) teori berkenaan kerahasiaan bank, yaitu teori 

rahasia bank yang bersifat mutlak (absolutery theory) dan teori rahasia 

bank yang bersifat relatif atau nisbi. Menurut teori rahasia bank yang 

bersifat mutlak, bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia 

atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank 

karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan 

biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori ini sangat menonjolkan 

kepentingan individu, sehingga kepentingan negara dan masyarakat 

yang sering terabaikan. Sebaliknya aliran nisbi berpijak pada asas 

proporsional yang menghendaki pertimbangan kepentingan mana yang 

lebih berat untuk membuka atau tidak membuka rahasia baik, berkaitan 

demi kepentingan yang besar, yaitu kepentingan negara atau 

kepentingan hukum.
28

 

c. Ruang Lingkup Rahasia Bank 

Untuk dapat mengetahui apakah prinsip rahasia bank 

dilaksanakan oleh suatu bank atau tidak, ada dua tahap yang mesti 

diklarifikasi, yaitu sebagai berikut: 
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Tahap I : Apakah informasi yang diberikan oleh bank itu 

termasuk dalam ruang lingkup rahasia bank. 

Tahap II : Apakah informasi tersebut tersebut disampaikan oleh 

pihak-pihak yang memang dilarang oleh perundang-undangan yang 

berlaku. 

1) Apakah informasi tersebut termasuk dalam ruang lingkup rahasia 

bank. 

Mengenai ruang lingkup dari rahasia bank, Pasal 40 dari 

Undang-Undang perbankan dengan tegas dan gamblang 

menyebutkan bahwa yang tergolong ke dalam rahasia bank adalah 

hanya keterangan mengenai: 

a) Nasabah penyimpan, atau 

b) Simpanan dari nasabah tersebut 

2) Apakah informasi tersebut disampaikan oleh pihak-pihak yang 

memang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. 

Perlu pula dilihat apakah yang membuka rahasia bank 

tersebut termasuk orang-orang yang memang dilarang untuk 

membuka rahasia bank. Adapun yang merupakan orang-orang yang 

memang dilarang membuka rahasia bank adalah sebagai berikut: 

a) Pihak bank sendiri, dan/atau 

b) Pihak terafiliasi, yang terdiri dari: 

(1) Anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi, pejabat 

atau karyawan bank  yang bersangkutan. 
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(2) Anggota pengurus, badan pemeriksa, direksi, pejabat atau 

karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk hukum 

koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

(3) Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada akuntan publik, penilai, 

konsultan hukum, dan konsultan lainnya. 

(4) Pihak yang menurut penilain Bank Indonesia turut serta 

mempengaruhi pengelolaan bank, termasuk tetapi tidak 

terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga 

komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga 

pengurus.
29

 

d. Beberapa Pengecualian Rahasia Bank 

Sebagaimana diketahui bahwa di satu pihak kepentingan 

masyarakat menghendaki supaya kewajiban rahasia bank dipegang 

teguh oleh perbankan, namun agar kepentingan masyarakat lainnya 

tidak tersisisihkan, dalam hal-hal tertentu beberapa kewajiban rahasia  

bank itu dapat dikecualikan. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan 

pengecualian terhadap rahasia bank, yakni sebagai berikut: 
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1) Untuk kepentingan perpajakan dapat diberikan pengecualian 

kepada pejabat pajak berdasarkan perintah pimpinan Bank 

Indonesia atas permintaan Mentri Keuangan (Pasal 41). 

2) Untuk menyelesaikan piutang bank yang sudah diserahkan kepada 

Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang 

Negara dapat diberikan pengecualian kepada Pejabat Badan Urusan 

Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atas izin 

Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 42A). 

3) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dapat diberikan 

pengecualian kepada polisi, jaksa, atau hakim atas izin Pimpinan 

Bank Indonesia (Pasal 42). 

4) Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya dapat 

diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan 

Bank Indonesia (Pasal 42). 

5) Dalam rangka tukar-menukar informasi di antara bank kepada bank 

lain dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin 

Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 44). 

6) Atasa persetujuan, permintaan atau kuasa dari nasabah penyimpan 

secara tertulis dapat diberikan pengecualian tanpa harus 

memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 44A). 

Hal yang paling penting untuk diketahui adalah adanya 

pengecualian terhadap rahasia bank jika ada persetujuan dari nasabah. 

Undang-Undang tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa rahasia 
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bank tidak berlaku bila ada persetujuan nasabah kepada bank untuk 

mengungkapkannya. 

Berbeda dengan ketentuan rahasia bank menurut hukum Inggris 

dan hukum negara-negara yang menetapkan ketentuan rahasia bank 

sebagai kewajiban perdata atau kontraktual. Dengan kata lain menurut 

ketentuan hukum Inggris, rahasia bank tidak berlaku apabila 

pengungkapannya oleh bank disetujui oleh nasabah.  

Sebagaimana yang diputuskan oleh pengadilan Court of Appeal 

Inggris dalam rangka Tournier vs National Provincial and Union Bank 

of England (1924)IKB 461, ditegaskan bahwa persetuan nasabah  

merupakan merupakan salah satu bentuk pengecualian bagi berlakunya 

ketentuan rahasia bank. 

Menurut putusan perkara Tournier tersebut, kewajiban 

kewajiban rahasia bank dikecualikan dalam hal-hal sebagai berikut: 

1) Pengungkapan (diseclosure) diharuskan oleh perundang-undangan 

yang berlaku; 

2) Ada kewajiban (duty) kepada publik untuk membuka rahasia 

tersebut; 

3) Kepentingan menginginkan dibukanya informasi tersebut; 

4) Pengungkapan (disclosure) dilakukan dengan persetuan (dengan 

tegas tersirat) dari pihak nasabah. 

Mengingat ketentuan rahasia bank menurut hukum Inggris 

merupakan kewajiban perdata atau kewajiban kontraktual, maka 
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pengungkapan rahasia bank yang dilakukan oleh bank berdasrkan 

persetujuan nasabah sebagai pihak dalam perjanjian bukanlah tindakan 

ingkar janji (default).
30

 

e. Ketentuan dan Persyaratan dan Tatacara Pemberian Perintah atau 

Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank Menurut Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 

Bank Indonesia sebagai lembaga regulator dalam pembinaan 

dan pengawasan kegiatan perbankan nasional telah mengeluarkan 

ketentuan persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis 

membuka rahasia bank yang dituangkan melalui peraturan Bank 

Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000, dan telah ditetapkan di Jakarta pada 

tanggal 7 September 2000. Dengan berlakunya peraturan Bank 

Indonesia tersebut maka surat keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 

31/182/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang persyaratan dan 

tata cara pemberian izin atau perintah membuka rahasia bank dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia 

Nomor 2/19/PBI/2000 tentang pemberian izin atau perintah membuka 

rahasia bank adalah sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 

tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7tahun 
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1992 tentang perbankan menentukan pemberian perintah atau izin 

tertulis membuka rahasia bank menjadi kewenangan pimpinan 

Bank Indonesia; 

2) Rahasia bank yang diperlukan sebagai salah satu faktor untuk 

menjaga kepercayaan nasabah penyimpan, dimungkinkan dibuka 

untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, 

kepentingan peradilan dalam perkara pidana, dalam perkara perdata 

antara bank dengan nasabahnya, dalam rangka tukar menukar 

informasi antar bank, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari 

nasabah, dan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah yang 

telah meninggal dunia. 

Ketentuan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan 

dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan 

nasabah. Berdasarkan pada ketentuan tersebut sehingga memberikan 

beban kewajiban untuk menjaga kerahasiaan bank sebagai berikut: 

1) Kewajiban Bank Untuk Menjaga Kerahasiaan Bank 

Kewajiban bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan 

simpanan nasabah. Keterangan mengenai nasabah selain nasabah 

yang menyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib 

dirahasiakan oleh bank penjelasan pasal ini menegaskan bahwa 

pemberian keterangan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada 

kebijaksanaan bank dengan tetap memperhatikan adanya kaitan 
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yang erat antara keterangan yang diminta dengan peminta 

keterangan serta kepentingan penegakan hukum yang dilakukan 

oleh aparat penegak hukum. 

Kewajiban menjaga rahasia bank berlaku pula bagi pihak 

terafiliasi. Penjelasan pasal ini menegaskan bahwa yang dimaksud 

dengan terafiliasi adalah: 

a) Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, 

pejabat, atau karyawan bank; 

b) Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, 

pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk 

hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

c) Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain 

akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan 

lainnya; 

d) Pihak yang menurut penilaian bank Indonesia turut serta 

mengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan 

keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga 

direksi, keluarga pengurus. 

2) Kewajiban Para Pihak yang Berkepentingan dalam Pembukaan 

Rahasia Bank 

Pengaturan pelaksanaan pembukaan rahasia bank yang 

diwajibkan untuk memperoleh perintah atau izin tertulis dari 
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pimpinan Bank Indonesia adalah kepentingan para pihak dalam 

perkara Pengaturan pelaksanaan pembukaan rahasia bank yang 

diwajibkan untuk memperoleh perintah atau izin tertulis dari 

pimpinan Bank Indonesia adalah kepentingan para pihak dalam 

perpajakan, kepentingan dalam penyelesaian piutang bank yang 

sudah diserahkan kepada badan urusan piutang dan lelang 

Negara/panitia urusan piutang negara, dan kepentingan negara, dan 

kepentingan peradilan dalam perkara pidana. 

Sedangkan pengaturan pelaksanaan pembukaan rahasia 

bank yang tidak memerlukan perintah atau izin tertulis dari 

pimpinan Bank Indonesia adalah kepentingan para pihak dalam 

perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, tukar menukar 

informasi antar bank, permintaan, persetujuan atau kuasa dari 

nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, dan permintaan ahli 

waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal 

dunia. 

3) Bentuk dan Ruang Lingkup Keterangan dalam Pembukaan Rahasia 

Bank 

Bank berkewajiban untuk melaksanakan perintah atau izin 

tertulis dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 

pasal 5, dan pasal 6 Peraturan Bank Indonesia tersebut. Kewajiban 

tersebut adalah dengan memberikan keterangan baik lisan maupun 

tertulis, memperlihatkan bukti-bukti tertulis, surat-surat, dan hasil 
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cetak data elektronis, tentang keadaan keuangan nasabah 

penyimpan yang disebutkan dalam perintah atau izin tertulis 

tersebut. Penjelasan pasal ini menentukan bahwa yang termasuk 

dalam pengertian keterangan secara tertulis adalah pemberian 

fotocopy bukti-bukti tertulis, fotocopy surat-surat, dan hasil cetak 

data elektronis yang telah dinyatakan/diberi tanda “sesuai dengan 

aslinya” (certified) oleh pejabat yang berwenang pada bank. 

Pemberian keterangan secara tertulis tersebut perlu dilakukan 

sedemikian rupa agar tidak mengganggu atau menghilangkan 

dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku seharusnya tetap diadministrasikan oleh bank yang 

bersangkutan. Kata memperlihatkan dalam ketentuan ini tidak 

berarti bahwa pembawa perintah atau izin tertulis dari Bank 

Indonesia dapat melakukan pemeriksaan bank. 

Bank dilarang memberikan keterangan tentang keadaan 

keuangan nasabah penyimpan selain yang disebutkan dalam 

perintah atau izin tertulis yang telah diberikan Bank Indonesia. 

4) Tata Cara Pengajuan Pembukaan Rahasia Bank  

Sehubungan dengan permintaan tertulis sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 peraturan Bank 

Indonesia tersebut, maka harus ditujukan kepada Gubernur Bank 

Indonesia, u.p. Direktorat hukum Bank Indonesia gedung tipikal 

lantai 10 Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10110. Permintaan tertulis 
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tersebut harus ditandatangani dengan membubuhkan tandatangan 

basah oleh: 

a) Menteri keuangan, untuk kepentingan perpajakan; 

b) Kepala badan urusan  piutang dan lelang negara/ketua panitia 

urusan piutang negara, untuk kepentingan penyelesaian 

piutang bank yang telah diserahkan kepada badan urusan 

piutang dan lelang negara/panitia urusan piutang negara; 

c) Jaksa agung Republik Indonesia, kepala kepolisian Republik 

Indonesia, atau ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 

untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.  

Pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 

peraturan Bank Indonesia tersebut akan dilaksanakan oleh 

Gubernur Bank Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 14 

(empat belas) hari setelah surat perintah diterima secara lengkap 

oleh Direktorat Hukum Bank Indonesia. Sedangkan pemberian izin 

tertulis membuka rahasia bank sebagaimana dalam pasal 6 

Peraturan Bank Indonesia tersebut yang berkaitan dengan tindak 

pidana korupsi dilaksanakan oleh Gubernur Bank Indonesia dalam 

waktu selambat-lambatnya tiga hari kerja terhitung sejak surat 

permintaan diterima secara lengkap oleh Direktorat Hukum Bank 

Indonesia. 



62 
 

Gubernur Bank Indonesia dapat menolak untuk 

memberikan perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank 

apabila surat permintaan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, dan 6, dan pasal 9 peraturan Bank 

Indonesia. 

Penolakan untuk memberikan perintah atau izin tertulis 

membuka rahasia bank oleh Gubernur Bank Indonesia harus 

diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) 

hari setelah surat permintaan diterima, untuk permintaan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 

peraturan Bank Indonesia tersebut, dan 3 (tiga) hari kerja terhitung 

sejak surat permintaan diterima untuk permintaan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan 

dengan tindak pidana korupsi. 

Permintaan atau izin tertulis membuka rahasia bank 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) 

Peraturan Bank Indonesia dapat dilakukan oleh Deputi Gubernur 

Senior atau salah satu Deputi Gubernur. Demikian pula penolakan 

untuk memberikan perintah atau izin membuka rahasia bank 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Bank 

Indonesia tersebut dapat dilakukan oleh Deputi Gubernur Senior 

atau salah satu Deputi Gubernur. 
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Pemblokiran dan/atau penyitaan simpanan atas nama 

seorang nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai 

tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat 

dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 

tanpa memerlukan izin dari pimpinan Bank Indonesia. Dalam hal 

polisi, jaksa, atau hakim bermaksud memperoleh keterangan 

mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah yang diblokir 

dan/atau disita pada bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 

ayat (1) Peraturan Bank Indonesia, berlaku ketentuan sebagaimana 

diatur dalam peraturan Bank Indonesia. 

Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif terhadap 

bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Bank Indonesia dengan tidak 

mengurangi kentuaan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 

47 dan pasal 47 A Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang 

perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1992 tentang perbankan.
31

 

f. Sanksi Pelanggaran Rahasia Bank 

Secara eksplisit ada dua jenis tindak pidana yang ditentukan 

oleh pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berkaitan 

dengan rahasia bank. Pertama, tindak pidana yang dilakukan oleh 

mereka yang tanpa membawa perintah atau izin dari pimpinan Bank 
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Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak yang terafiliasi 

untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank. Hal 

ini di tentukan oleh Pasal 47 ayat (1). Kedua, tindak pidana yang 

dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank, atau 

pihak terafiliasi lainnya, yang dengan sengaja memberikan keterangan 

yang wajib dirahasiakan oleh bank. Tindak pidana tersebut ditentukan 

oleh pasal 47 ayat (2). Ayat (1) dan ayat (2) tersebut berbunyi sebagai 

berikut: 

1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari 

pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 

Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak 

terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 

2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-

kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling 

banyat Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). 

2) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak 

terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan 

yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana 

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun 

serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar 

rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar 

rupiah).
32
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan 

pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena 

sosial dan masalah manusia.
33

 

Pendekatan ini digunakan karena penelitian akan menelusuri secara 

mendalam tentang penerapan anti pencucian uang dalam kebijakan rahasia 

bank. Jenis penelitian ini adalah studi kasus, karena peneliti membahas secara 

spesifik tentang kasus pencucian uang di Bank Tabungan Negara (BTN) KC 

Banyuwangi. 

B. Lokasi Penelitian 

Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah Bank Tabungan 

Negara (BTN) KC Banyuwangi yang terletak di Jl. Brawijaya No.B1-B2, 

Sobo, Banyuwangi, Kebalenan, Kecamatan. Banyuwangi, Kabupaten. 

Banyuwangi. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena bank tersebut 

mengalami kasus pencucian uang yang terjadi pada tahun 2017 ini, dan 

oknum yang melakukannya adalah karyawan bank BTN sendiri yang 

bernama Fajar Aryo Wicaksono yang berhasil ditangkap oleh kepolisian 

Banyuwangi pada bulan Februari 2017.  
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C. Subjek Penelitian  

Dalam menentukan subjek penelitian sebagai sumber informasi 

peneliti menggunakan teknik sampel (purposive sampling) yaitu teknik 

pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu pertimbangan tertentu 

ini misalkan, orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang apa 

yang kita harapkan, atau mungkin ia sebagai penguasa sehingga memudahkan 

peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti, adapun subjek 

penelitian dalam hal ini antara lain:
34

 

1. An Nafiqi Frandicha Wahyu Wardani: Branch Compliance Supervisory 

Officer. 

2. Lizziya Fijriani: Business Deputi Branch Manager. 

3. Tri Wahyu Budi Sugihartoyo: Human Capital Support Staff. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang tidak dapat 

dihindari dalam kegiatan penelitian. Peneliti menggunakan beberapa teknik 

dalam proses pengumpulan data, seperti wawancara, observasi dokumentasi 

yang mana masing-masing proses tersebut mempunyai peranan penting dalam 

upaya mendapatkan informasi yang akurat dan sebanyak-banyaknya. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data serta memperoleh informasi 

dengan melakukan pengamatan langsung dengan sistematika terhadap 
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fenomena-fenomena yang diselidiki.35 Dalam hal ini peneliti menggunakan 

observasi non partisipatif, dimana peneliti tidak terlibat secara langsung 

dan hanya pengamat independen, adapun yang akan diamati oleh peneliti 

meliputi: 

a. Lokasi Bank BTN Banyuwangi 

b. Situasi dan kondisi Bank BTN Banyuwangi 

c. Mengetahui secara langsung bagaimana penerapan anti pencucian uang 

(money laundering) di Bank BTN Banyuwangi 

2. Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data dengan tanya 

jawab langsung dengan karyawan Bank BTN Banyuwangi. Peneliti 

menggunakan wawancara semi struktur. Dalam hal ini pewawancara 

menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu 

persatu diperdalam dengan menggali keterangan lebih lanjut. Dengan 

demikian jawaban yang diperoleh meliputi semua variabel dengan 

keterangan yang lengkap dan mendalam.36 Adapun wawancara yang 

dilakukan peneliti yaitu; 

a. Mengenai sejarah berdirinya Bank BTN Banyuwangi, struktur 

organisasi, dan penjelasan mengenai anti pencucian uang (money 

laundering) yang dikaitkan dengan kebijakan rahasia bank. 

b. Mengenai penerapan anti pencucian uang (money laundering). 

c. Mengenai kendala dalam penerapan anti pencucian uang (money 

laundering). 
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d. Mengenai kebijakan rahasia bank di Bank BTN Banyuwangi. 

e. Mengenai penerapan anti pencucian uang dalam kebijakan rahasia 

bank. 

3. Teknik dokumentasi yaitu studi literatur dan dokumenter. Teknik 

dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui 

pencarian dan penemuan bukti-bukti.
37

 Data yang ingin diperoleh dalam 

penelitian ini yaitu Standar Operasional Prosedur, pencucian uang (money 

laundering) Bank BTN Kantor Cabang Banyuwangi. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif, yaitu prosedur analisis yang menggunakan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang yang berkaitan dengan 

penelitian. 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

keadaan, pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh 

data.
38

 

Penelitian ini berbentuk kualitatif maka data yang diambil adalah 

deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati data-data tersebut diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainya sehingga dapat dengan 

mudah dipahami temuanya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa 
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data yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkanya ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. 

Jadi analisis data deskriptif adalah menganalisis data yang sudah 

terkumpul berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka yang diperoleh 

dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. 

Menurut Miles dan Huberman teknik analisis data kualitatif terdiri 

dari komponen pokok yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

Adapun langkah-langkah peneliti didalam menganalisis data adalah 

sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Menurut Miles dan Huberman “reduksi data adalah proses 

pemilihan, pemutusan, perhatian pada penyederhanaan dan transformasi 

data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Setelah 

memperoleh data secara keseluruhan maka peneliti segera melakukan 

pemelihan data dari catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan, dan 

pemilihan data tersebut harus berlangsung secara terus menerus selama 

penelitian kualitaif berlangsung. 
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2. Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sebagainya. 

Penyajian data dalam penelitian adalah proses penyusunan 

informasi yang kompleks kedalam bentuk yang sistematis, sehingga lebih 

sederhana dan dapat dipahami maknanya. 

Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami 

hal-hal yang terjadi sehingga dapat dengan mudah merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah dipahami tersebut. Dan yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks naratif. 

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Setelah peneliti melakukan penyajian data maka langkah 

selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah 

disajikan, sesuia dengan pernyataan Miles dan Huberman bahwa “peneliti 

yang berkompeten akan menangani kesimpulan dengan longgar, tetap 

terbuka dan skeptis, mula-mula belum jelas, namun dengan meminjam 

istilah klasik dari Glasser dan Straus (1997) kemudian mengingat lebih 

rinci dan mengakar dengan kokoh.
39
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F. Keabsahan Data 

Setelah data terkumpul dan sebelum peneliti menulis laporan hasil 

penelitian, maka peneliti mngecek data-data yang telah diperoleh dengan 

mengkroscek data yang telah didapat dari hasil wawancara dan mengamati 

serta melihat dokumen yang ada, dengan data yang didapat dari peneliti dapat 

diuji keabsahanya dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. 

Triangulasi sumber suatu proses penelitian yang digunakan untuk menguji 

kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh 

dari beberapa sumber.
40

 

G. Tahap-tahap Penelitian 

Penentuan serta lanya yang dibutuhkan merupakan pedoman yang 

harus selamanya pelaksanaan penelitian berlangsung.Hal ini dimaksudkan 

agar pelaksanaan penelitian yang ditetapkan terlebih dahulu. Dalam penelitian 

ini ada tiga tahap yang ditempuh peneliti yaitu: 

1. Tahap Pra Lapangan 

Tahap persiapan banyak hal yang telah dilakukan, adalah mencari 

permasalahan dan mencari referensi terkait, peneliti mencoba mengangkat 

permasalahan dengan menentukan judul “Penerapan Anti Pencucian dalam 

Kebijakan Rahasia Bank di Bank BTN KC  Banyuwangi”. Adapun tahap 

pra lapangan meliputi: 
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a. Menentukan lokasi penelitian 

b. Menyusun rancangan penelitian 

c. Mengurus perizinan 

d. Menyiapkan perlengkapan penelitian 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada saat memasuki objek penelitian, peneliti sudah mendapat izin 

penelitian, peneliti langsung mengumpulkan data dengan wawancara 

untuk meminta data yang berkaitan dengan lembaga perbankan. 

3. Tahap Penyusunan Laporan 

Setelah semua hasil penelitian selesai dianalisis, kemudian peneliti 

melanjutkan dengan menyusun laporan penelitian. Laporan tersebut 

diserahkan kepada dosen pembimbing untuk diteliti kembali kebenarannya 

dan direvisi jika ada kesalahan dan kekurangan. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Objek Penelitian 

1. Sejarah Bank BTN KC Banyuwangi 

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dari website resmi 

bank BTN, Bank Tabungan Negara atau bisa disingkat dengan BTN 

merupakan satu diantara empat bank BUMN di Indonesia, bank lainnya 

yaitu BNI, BRI, dan Mandiri.  

BTN berdiri dengan nama “postpaarbank” pada masa pemerintahan 

belanda pada tahun 1897 dan pada tahun 1950 “postpaarbank” berubah 

nama menjadi “Bank Tabungan Pos” oleh pemerintah RI. Setelah itu 

“Bank Tabungan Pos” berubah lagi menjadi Bank Tabungan Negara yang 

kita kenal sekarang ini pada tahun 1963. 

Dalam perkembangannya, Bank BTN ditunjuk pemerintah sebagai 

satu-satunya institusi yang menyalurkan KPR bagi golongan masyarakat 

menengah kebawah, dan pada tahun 1989 BTN mulai beroperasi sebagai 

bank komersial dan menerbitkan obligasi pertama dan lima tahun 

setelahnya BTN memperoleh izin dari pemerintah untuk beroperasi 

sebagai Bank Devisa. 

Pada tahun 2002 BTN ditunjuk sebagai bank komersial yang focus 

pada pembiayaan rumah komersial. Sekuritisasi KPR mulai Kontrak 

Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) pertama di Indonesia. 

Pada tahun 2009 Bank BTN melakukan Penawaran Umum Saham Perdana 
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(IPO) listing di Bursa Efek Indonesia dan pada tahun 2012 Bank BTN 

melakukan Righ Issue.
41

 

Bank BTN KCP Banyuwangi dulu di bawah kekuasaan BTN KC 

Jember namun pada bulan Februari 2017 BTN KCP Banyuwangi terdapat 

perubahan status menjadi KC Banyuwangi, perubahan status itu bertujuan 

agar BTN bisa menjangkau cakupan yang lebih luas dan agar BTN bisa 

makin berkembang lebih pesat lagi.
42

 

2. Visi dan Misi Bank BTN KC Banyuwangi 

Visi : 

Menjadi bank yang terdepan dalam pembiayaan perumahan 

Misi : 

Memberikan pelayanan unggul dalam pembiyaan perumahan dan industri 

terkait pembiyaan konsumsi dan usaha kecil menengah. 

a. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan 

produk, jasa dan jaringan strategis berbasis teknologi terkini 

b. Menyiapkan dan mengembangkan Human Capital yang berkualitas, 

professional dan memiliki integritas tinggi 

c. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip 

kehati-hatian dan good corporate untuk meningkatkan shareholder 

Value 

d. Memperdulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya
43
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3. Struktur Organisasi Bank BTN KC Banyuwangi 

Adapun struktur organisasi Bank BTN Cabang Banyuwangi sebagaimana yang terlampir. 
 

Gambar 4.1 
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4. Ruang Lingkup Kegiatan/Usaha dari Instansi/perusahaan 

a. Kredit Konstruksi BTN 

Kredit Kontruksi atau Kredit Yasa Griya (KYG) adalah kredit 

modal kerja yang diberikan oleh Bank kepada pengembang/Developer 

berbentuk badan usaha badan hukum, badan usaha non badan hukum 

untuk modal kerja pembiayaan pembangunan bangunan horizontal 

(rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor, kios dan lain-lain) maupun 

bangunan vertical/high rise building (rumah susun, apartemen, 

kondotel, gedung perkantoran dan lain)  

b. Kredit Investasi BTN  

Kredit investasi BTN adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh 

Bank kepada badan usaha berbadan hukum dan badan usaha non badan 

hukum, dalam rangka pembiayaan investasi, baik investasi baru, 

perluasan, modernisasi atau rehabilitasi 

B. Penyajian Data dan Analisis 

1. Penerapan Anti Pencucian Uang di Bank BTN KC Banyuwangi 

Berbicara mengenai Penerapan Anti pencucian Uang di Bank BTN 

Cabang Banyuwangi Menurut bapak An Nafiqi Frandicha Wahyu Wardani 

bagian Branch Compliance Supervisory Officer (petugas pengawas 

kepatuhan cabang), Beliau menjelaskan  bahwa: 

Penerapannya lebih ke Bank BTN secara menyeluruh tapi bukan 

Kantor Cabang Banyuwangi saja. Soalnya Semua penerapan Anti 

pencucian uang di  Bank BTN se Indonesia itu sama. Modelnya 

gini kalo BTN kan bank BUMN yaitu Badan Usaha Milik negara, 

Bank BUMN cuma ada 4 (empat) yaitu diantaranya BTN, BRI, 

Mandiri dan BNI. Semua bank itu ada lembaga yang mengawasi, 
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yaitu OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sama BI (Bank Indonesia). 

Semua bank di Indonesia itu harus sesuai sama regulasi yang telah 

ditentukan oleh OJK dan BI.
44

 

 

Tidak jauh berbeda dengan penjelasan bapak An Nafiqi Frandicha 

Wahyu Wardani, menurut ibu Lizziya Fijriani bagian DBM Business 

Penerapan Anti Pencucian Uang di Bank BTN KC Banyuwangi adalah 

sebagai berikut: 

Mengenai peraturan pencegahan tentang pencucian uang itu pihak 

BTN hanya mengikuti Undang-Undang yang berlaku saja mbak, 

dan kami tidak berani mengeluarkan kebijakan di luar Undang-

Undang itu sendiri, karena masalah anti pencucian uang dan 

pendanaan terorisme itu diatur langsung oleh Undang-Undang. Dan 

Jika ada karyawan yang melakukan tindak pidana pencucian uang 

kita tidak dapat mentolelirlagi pasti kami langsung Cut of atau 

PHK.
45

 

  

Pada informan ketiga hampir sama dengan pemaparan bapak An 

Nafiqi Frandicha Wahyu Wardani, Ibu Lizziya Fijriani, dan bapak Tri 

Wahyu Budi Sugihartoyo mengatakan bahwa Penerapan Anti Pencucian 

uang di Bank BTN KC Banyuwangi adalah sebagai berikut: 

Pokoknya hal-hal yang bersangkutan langsung dengan penerapan 

anti pencucian uang itu kami hanya mengikuti peraturan Undang-

Undang yang berlaku saja. Karena jika kami melanggar dan 

membuat kebijakan sendiri otomatis kita yang kena sangsi atau 

teguran dari pusat.
46

 

 

Dari penjelasan tiga informan di atas dapat disimpulkan bahwa 

Penerapan Anti Pencucian Uang di bank BTN KC Banyuwangi semuanya 

harus sesuai dengan Undang-Undang yang telah PBI tetapkan, karena jika 
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Bank BTN KC Banyuwangi mengeluarkan kebijakan sendiri akan terkena 

sanksi. 

2. Kebijakan Rahasia Bank di Bank BTN KC Banyuwangi 

Berikut pemaparan bapak An Nafiqi Frandicha Wahyu Wardani 

tentang Kebijakan Rahasia Bank di Bank BTN KC Banyuwangi: 

Kalau rahasia bank sama, rahasia bank juga di atur di PBI, kalo gak 

salah kemarin OJK juga ada, dan yang terbaru kemarin ini kalo gak 

salah pajak, sekarang pajak boleh membuka rahasia bank, tapi  

masih belum liat Undang-Undangnya sih, tapi yang jelas PBI sama 

OJK untuk kebijakan rahasia bank kita mengikuti peraturan PBI 

dan OJK. Pokoknya kalo bank BTN semuanya pasti melihat 

Undang-Undang, gak mungkin kami berdiri sendiri. Kebijakannya 

ya gak ada kebijakan sendiri, ya harus sesuai dengan Undang –

Undang, jadi kita tidak punya kebijakan rahasia bank sendiri, 

soalnya kalau kami mau merahasiakan kami yang akan di kena, 

kalau harusnya dilaporkan dan kami malah merahasiakannya 

otomatis kami yang akan terkena sanksi.
47

 

 

Hampir sama dengan apa yang dijelaskan oleh bapak An Nafiqi 

Frandicha Wahyu Wardani mengenai kebijakan rahasia bank di Bank BTN 

KC Banyuwangi berikut pemaparan bapak Tri Wahyu Budi Sugihartoyo :  

Kita selalu menerapkan GCG, pada tiap pagi briefing kumpul dan 

kita disitu saling sering dan selalu diingatkan sama manajemen 

bahwa ini bank bukan pemerintahan kayak kantor pos kayak kantor 

polisi, disini ini data-datanya rahasia, diharuskan semua pegawai 

wajib untuk menjaga rahasia bank, baik itu data nasabah, data 

kantor itu sendiri termasuk juga data inventaris kita, bahkan kepada 

keluarga kita sendiri kita tidak boleh memberitahu.
48

 

 

Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa di Bank BTN KC Banyuwangi 

agar kebijakan rahasia bank bisa terealisasi dengan baik, maka Bank BTN 

selalu berpatokan kepada Peraturan Bank Indonesia. Bukan hanya itu saja, 
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bank BTN KC Banyuwangi juga menerapkan GCG kemudian setiap pagi 

mereka selalu melakukan briefing untuk membahas sehubungan dengan 

kepentingan Bank dan segala keluh kesah karyawan yang bersangkutan 

dengan tugas-tugas mereka di bank BTN.  

Kemudian dalam wawancara lanjutan yang peneliti lakukan, 

peneliti mengajukan pertanyaan tentang bagaimana kebijakan rahasia bank 

jika ada karyawan bank sendiri yang melakukan tindak pidana pencucian 

uang, berikut penjelasan ibu Lizziya Fijriani: 

Kalau ada karyawan yang melakukan tindak pidana pencucian uang 

kami tidak dapat metolelir, pasti langsung kami cut off, meskipun 

gak mencuri aja tapi kalo tidak berdasarkan SOP sehingga 

menyebabkan teman-teman yang lain itu bisa mencuri, maka 

teman-teman yang disekitarnya yang teledor itu bisa di cut off  

semua.
49

 

 

Pernyataan ibu Lizziya Fijriani diperkuat oleh penjelasan bapak An 

Nafiqi Frandicha Wahyu, berikut berikut pejelasannnya: 

Yang pasti langsung di cut off, gak ada kebijakan disini, soalnya 

bank BTN sendiri itu mottonya zero tolerant tolerant to fraud, itu 

maksudnya semua penyimpangan yang dilakakuan oleh karyawan 

itu pati langsung di beri punishment, punishmentnya apa? Yaitu 

tadi langsung di cut off, dan tidak ada kebijakan lagi dari bank.
50

 

 

Kesimpulannnya adalah siapapun karyawan yang terbukti 

melakukan tindak pidana pencucian uang maka sanksi keras yang bank 

berikan adalah memutus hubungan kerja karyawan tersebut kemudian 

melaporkannya kepada pihak yang berwajib. 
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Kemudian peneliti bertanya mengenai berita tentang ada karyawan 

Bank BTN Banyuwangi yang melakukan tindak pidana pencucian uang, 

berikut pemaparan bapak An Nafiqi Frandicha Wahyu: 

Pengertian pencucian uang adalah hasil uang yang non legal atau 

haram lalu dibuat seolah menjadi uang yang halal lewat PLI 

(placement layering integresion), kalo masalah ini, misalkan kamu 

ini nasabah bank, lalu uangmu tak ambil kemudian tak pakek, ya 

tak pakek langsung.Tapi orang itu sudah dimasukkan ke dalam 

penjara karena sudah menyalahgunakan uang nasabah, harusnya 

ditabung malah dipakai untuk keperluan pribadi.
51

 

 

Berati mengenai kasus ini tidak dibenarkan adanya oleh bapak An 

Nafiqi Frandicha Wahyu, karena menurut keterangan bapak Frandicha 

tersangka menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan tidak 

bekerjasama dengan oknum-oknum lain. 

3. Penerapan Anti Pencucian Uang dalam Kebijakan Rahasia Bank di 

Bank BTN KC Banyuwangi 

Adapun pemaparan bapak An Nafiqi Frandicha Wahyu Wardani 

tentang penerapan anti pencucian uang dalam kebijakan rahasia bank 

adalah sebagai berikut: 

Ini berdiri sendiri, pencucian uang sendiri dan kebijakan rahasia 

bank juga sendiri, tapi untuk anti pencucian uang itu sudah ada 

ketentuannya diatur sama PPATK, nah di situ kalo tidak salah 

kebijakannya PPATK itu boleh membuka, jadi untuk anti 

pencucian uang itu kami tidak merahasiakan, memang harus 

dilaporkan, jadi bener rahasia bank tapi ada pengecualian disitu, 

salah satu contoh yaitu kalau untuk masalah anti pencucian uang 

dan pencegahan tindak terorisme itu kami pasti lapor, gak mungkin 

kami rahasiakan.
52
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Kemudian dalam wawancara lanjutan yang peneliti lakukan, 

peneliti mempertanyakan tentang hambatan apa saja yang muncul dalam 

penerapan rahasia bank terhadap tindak pidana pencucian uang (money 

laundering), berikut penjelasan bapak An Nafiqi Frandicha Wahyu 

Wardani: 

Kalo kita hanya mengikuti ketentuan Undang-Undang yang 

berlaku, sebenernya tidak ada hambatan, soalnya semuanya kan 

sudah jelas di tentukan oleh Undang-Undang. Hambatannya cuma 

satu sih, banyak yang belum tau tata cara dan kebijakan dalam 

membuka rahasia bank, bahkan kayak polisi atau pengadilan mau 

minta rahasia bank, mereka gak tau mekanismenya seperti apa, 

akhirnya bank harus menjelas kepada mereka tentang bagai 

mekanisme dan tata cara dalam membuka rahasia bank. 

Hambatannya ya itu kurangnya pengetahuan seseorang ketika 

meminta rahasia bank itu di buka. Kebanyakan biasanya polisi, 

karena biasanya mereka  dalam menangani suatu kasus kemudia 

mereka meminta data kepada bank, ntah itu masalah simpanannya 

berapa, itu pasti gak kami layani, ya surat balasannya gini aja di 

minta untuk izin di Bank Indonesia, di Gubernur BI atau OJK atau 

ada kuasa dari nasabah yang bersangkutan itu boleh. Dan yang 

meminta surat izin ke BI itu polisi, soalnya yang berkepentingan 

disitu polisinya, jadi nanti ketika kami membuka rahasia bank kami 

lampirannya menggunakan itu, setelah semuanya lengkap 

kemudian kami kasi tau simpanannya berapa, dan rekening 

korannya kami cetak, pokoknya harus ada surat izin dari Gubernur 

BI atau diijinkan sendiri sama orang yang punya rekening, yaitu 

dengan menggunakan surat kuasa atau kalo gak orangnya sendiri 

langsung datang ke bank sama polisinya jadi kami enak langsung 

bisa ngasi data-datanya. 
53

 

 

Jadi dalam hal ini dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa hambatan 

yang sering kali bank hadapi dalam rangka penerapan kebijakan rahasia 

bank terhadapap praktik pencucian uang adalah banyak orang yang belum 

mengetahui bagaimana tatacara dalam membuka rahasia bank. 
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Dalam wawancara selanjutnya peneliti bertanya mengenai apa saja 

pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank dalam rangka penegakan 

dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Berikut penjelasan 

bapak An Nafiqi Frandicha Wahyu Wardani: 

Untuk pengecualian juga tidak ada, rahasia bank ya tetap harus 

dijaga, kerahasiaan nasabah ya tetap harus kami jaga, tidak 

mungkin kami membukanya begitu saja. Alasannya karena bank itu 

adalah bisnis kepercayaan. Di BTN sendiri fokusnya kan pencucian 

uang, sebernernya pencucian uang itu pasti lekat dengan pendanaan 

terorisme, di BTN itu ada filternya, jadi ada aplikasi yang 

mendeteksi apakan ini termasuk pencucian uang apa gak. Semua 

bank itu menerapkan, kalo di BTN itu ada yang namanya aplikasi 

AMLCFT (Anti Money Laundry Customer File Transaction) ini 

aplikasinya BTN, dan yang punya aplikasi ini hanya bank BTN, 

jadi setiap orang yang nabung, setiap orang yang melakukan 

transaksi penyimpanan dana, kami akan melihat recordnya, lalu 

kami analisa transaksinya, apakah sesuai dengan profilnya atau 

enggak. Jadi ada aplikasi ini namanya kalo di BTN. Sedangkan 

untuk indikator termasuk rahasia bank, soalnya kalo indicator 

diketahui oleh masnyarakat maka nantinya akan banyak 

masyarakat yang akan memanipulasi sistem AML-CFT ini.
54

 

 

Gambar 4.2 

Aplikasi AML – CFT 

 

 

Dari gambaran diatas dapat dijelaskan bahwa setiap informasi dan 

segala transaksi yang di lakukan oleh nasabah bank BTN akan masuk 

kedalam aplikasi AML-CFT, kemudian setelah melalui proses ini jika ada 

nasabah yang melakukan transaksi dalam jumlah besar dan hal tersebut 

tidak sesuai dengan dengan profil atau latar belakang dari nasabah maka 

pengelola aplikasi ini/kantor pusat akan melapor pada PPATK. 
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Kemudian dalam proses wawancara lanjutan yang peneliti lakukan, 

peneliti bertanya tentang apabila seseorang terbukti melakukan tindak 

pidana pencucian uang, dan penyidik membutuhkan informasi mengenai 

jumlah simpanan nasabah tersebut, apakah pihak bank boleh membukan 

informasi mengenai jumlah simpanan nasabah tersebut. Berikut penjelasan 

bapak An Nafiqi Frandicha Wahyu Wardani . 

Modelnya rahasia bank itu gini, kalo untuk yang PPATK itu lebih 

ke transaksinya, mereka gak minta berapa jumlah simpanannya, 

kan yang masuk dalam rahasia bank itu data-data nasabah sama 

tentang simpanannya berapa. Khusus untuk PPATK itu kami gak 

menyebutkan berapa nominal tabungannya, melainkan cuma 

melaporkan transaksinya itu seperti apa gitu aja, untuk khusus di 

anti pencucian uangnya. Jadi walaupun benar untuk rahasia bank di 

PPATK boleh di buka, tapi simpanannya gak kami berikan kepada 

mereka, kecuali dari PPATK sudah memvonis bahwa nasabah 

tersebut bersalah, baru ketika mereka memberikan surat kepada 

kita, baru kita buka, akan tapi ada mekanismenya untuk dapat 

membuka rahasia bank itu, harus ada surat dari Gubernur BI atau 

dari OJK, gak serta merta kami membuka rahasia bank. Jadi tetap 

ada mikanisme dalam membuka rahasia bank, kami hanya 

mengikut peraturannya saja.
55

 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan anti pencucian uang 

dalam kebijakan rahasia bank di bank BTN KC Banyuwangi semuanya 

berdasarkan PBI (Peraturan Bank Indonesia). Mengenai masalah 

pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank dalam rangka penegakan 

dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini tidak ada 

pengecualian, karena kebijakan rahasia bank disini hukumnya wajib bagi 

karyawan untuk merahasiakan data nasabah penyimpan dan simpanannya. 
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Ada beberapa langkah- langkah untuk mencegah tindak pidana 

Pencucian uang (money laundering) yaitu sebagai berikut: 

a. Know Your Customer 

Know Your Customer adalah prinsip yang diterapkan bank untuk 

mengetahui identitas nasabahnya dan memantau kegiatan transaksi 

nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. 

b. Kecurigaan dan Pelaporan 

Semua transakasi yang masuk kategori High Risk Product dan 

High Risk Business, semua transaksi yang berasal High Risk Country 

dan semua transaksi yang berasal dari High Risk Area (politically 

exposed person dan pejabat negara dan juga pejabat yang memiliki 

fungsi setrategis). Dari pelaporan kecurigaan tersebut maka bank akan 

melakukan EDD (enhanced due diligence / verifikasi mendalam 

terhadap nasabah) kalau didapat memang mencurigakan maka akan di 

lapotkan ke PPATK. 

c. Ancaman Pidana 

Untuk ancaman pidana bank BTN mengikuti kebijakan yang 

telah Undang-Undang atur.
56

 

Adapun upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang 

yaitu dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 
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C. Pembahasan Temuan 

1. Penerapan Anti pencucian Uang di Bank BTN KC Banyuwangi 

Pada hakikatnya pencucian uang adalah suatu proses atau 

perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-

usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang 

kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal adari 

kegiatan yang sah. Maka untuk menanggulangi kejahatan yang biasanya di 

lakukan oleh para pejabat dan petinggi-petinggi negara itu, Bank BTN 

melakukan penerapan anti pencucian uang. Dalam penerapan anti 

pencucian uang ini bank BTN KC Banyuwangi tidak mengeluarkan 

kewenangan sendiri, karena mengenai kebijakan penerapan anti pencucian 

uang dan pencegahan tindak pidana terorisme atau biasa di singkat dengan 

istilah APUPPT.  

APUPPT ini secara langsung diatur dalam Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang penerapan Program anti 

pencucian uang dan pencegahan terorisme bagi bank umum, berikut 

penjelasannya: Gubernur Bank Indonesia, menimbang: 

a. Bahwa  dengan  adanya  dinamika  nasional,  regional dan  global  serta  

semakin  kompleksnya  produk, aktivitas,  dan  teknologi  informasi  

bank  maka  risiko pemanfaatan  bank  dalam  pencucian  uang  dan 

pendanaan teroris semakin tinggi  

b. Bahwa peningkatan risiko yang dihadapi bank perlu diimbangi  dengan  

peningkatan  kualitas  penerapan manajemen  risiko yang  terkait 
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dengan program anti pencucian  uang  dan  pencegahan  pendanaan 

terorisme;  

c. Bahwa  penerapan  manajemen  risiko  yang  terkait dengan  program  

anti  pencucian  uang  dan pencegahan  pendanaan  terorisme  perlu  

mengacu pada  prinsip-prinsip  umum  yang  berlaku  secara 

internasional; 

d. Bahwa dalam   rangka   penerapan  program  anti pencucian  uang  dan  

pencegahan  pendanaan terorisme  secara  lebih  efektif,  telah  ada 

penyempurnaan  dan  penerbitan  peraturan perundang-undangan serta 

penyempurnaan standar internasional  mengenai  penerapan  program  

anti pencucian  uang  dan  pencegahan  pendanaan terorisme;  

e. Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimanadimaksud pada huruf 

a, huruf b, huruf c dan huruf d  di  atas,  perlu  untuk  menyempurnakan  

dan mengatur  kembali  Peraturan  Bank  Indonesia tentang  Penerapan  

Program  Anti  Pencucian  Uang Dan  Pencegahan  Pendanaan  

Terorisme  Bagi  Bank Umum;
57

 

Dalam penerapan anti pencucian uang di Bank BTN KC 

Banyuwangi ini bukan hanya BI dan OJK yang mempunyai peranan 

penting didalamnya, namun ada suatu lembaga Independen yang berperan 

khusus dalam mengenai pencucian uang dan pendanaan terorisme, yaitu 

PPATK (pusat pelaporan analisis dan transaksi keuangan). Pernyataan ini 
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di perkuat oleh teori tentang Peranan Pusat dan Pelaporan Analisis 

Transaksi Keuangan (PPATK). 

Pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak 

pidana pencucian uang di Indonesi ada di tangan PPATK karena, jika 

PPATK tidak menjalankan fungsinya dengan benar, maka efektifitas dari 

pelaksanaan Undang-Undang PPTU tidak akan tercapai. Dalam 

melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai wewenang sebagai berikut: 

a. Meminta dan menerima laporan dari penyedia jasa keuangan. 

b. Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau 

penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah 

dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum. 

c. Melakukan audit terhadap penyedia jasa keuangan mengenai kepatuhan 

kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang terhadap pedoman 

pelaporan mengenai transaksi keuangan. 

d. Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi 

keuangan yang dilakukan secara tunai.
58

 

2. Kebijakan Rahasia Bank di Bank BTN KC Banyuwangi 

Sebagai suatu badan usaha yang dipercaya oleh masyarakat untuk 

penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat sudah sewajarnya Bank 

BTN KC Banyuwangi memberikan jaminan perlindungan kepada 

nasabahnya berkenaan dengan keadaan keuangan nasabah yang biasanya 

disebut dengan kerahasian bank. Terkait kebijakan rahasia bank, Bank 
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BTN KC Banyuwangi mengikuti sesuai dengan kebijakan yang telah 

tertera dalam PBI (Peraturan Pank Indonesia). Dalam upayah dalam 

menjaga kerahasian nasabahnya Bank BTN KC Banyuwangi menerapakan 

kebijakan seperti berikut: 

a. Semua pegawai tidak boleh memberikan informasi kepada siapapun 

terkait data nasabah dan nilai simpanannya kecuali ada surat 

persetujuan dari ojk, BI dan dinas pajak  

b. Petugas pelayanan (Teller, Costumer Service, dan loan servuce) tidak 

boleh memberikan cetakan data apapun kepada orang lain selain orang 

yang bersangkutan kecuali ada surat kuasa, akta waris atau dokumen 

persetujuan dari pemilik simpanan. 

c. Semua computer di password untuk semua masing-masing pegawai, 

semua pegawai memiliki akses level yang berbeda-beda disesuaikan 

dengan tugasnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari unit lain bisa 

melihat data nasabah dan simpanannya.
59

 

Jika ada karyawan bank sendiri yang melakukan tindak pidana 

pencucian uang maka pihak Bank BTN KC Banyuwangi tidak dapat 

mentolelir, dan otomatis pihak bank langsung melakukan Cut Off  atau 

pemutusan kerja terhadap karyawan tersebut.
60

 

Mengenai berita Sesuai dengan berita yang dilansir oleh detik.com: 

“Banyuwangi - Seorang oknum karyawan Bank Tabungan Negara (BTN) 

di Banyuwangi berinisial FAW (28) diduga menguras uang deposito milik 
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nasabah. Tak tanggung-tanggung, dana yang dikuras mencapai Rp 5 

Miliar. Kasus ini sedang ditangani oleh Polres Banyuwangi”.
61

 

Dari kutipan berita di atas di jelaskan bahwa di bank BTN ada 

seorang karyan yang melakukan tindak pidana pencucian uang, namun 

setelah peneliti mengkorfirmasi kepada pihak BTN KC Banyuwangi yang 

kebetulan informan yang bernama bapak An Nafiqi Frandicha Wahyu ini 

tidak membenarkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan 

BTN tersebut tidak masuk dalam pelanggaran tindak pidana pencucian 

uang. Jika dikaitkan dengan teori yang terdapat dalam sebuah buku yang 

judul “Hukum Perbankan Modern Buku Kedua” Kegiatan money 

laundering tersebut biasanya dilakukan secara bertahap. Penahapan inilah 

yang menyebabkan uang tersebut semakin sulit terlacak dan akan 

kehilangan jejak, bahkan sangat sulit untuk ditelusuri. Biasanya, tahapan 

tahapan kegiatan money laundering tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Penempatan Dana (placement) 

Dalam tahap penempatan dana ini (placement), uang hasil 

kejahatan ditempatkan pada bank tertentu yang dianggap aman. 

Penempatan uang tersebut dimaksudkan hanya untuk sementara waktu 

saja. Dalam tahap penempatan dana ini juga dilakukan proses 

membenam uang (immersion). Proses membenamkan uang tersebut 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
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1) Dibenamkan uang tersebut dengan melalui proses pembayaran 

yang sah di berbagai lembaga keuangan. Misalnya, melalui 

rekening Koran, surat berharga. 

2) Sebanyak mungkin melakukan transaksi tunai (cash and carry), 

sehingga asal-usul uang tersebut menjadi semakin sulit dilacak. 

Karena itu, dalam hal ini uang tersebut digunakan dalam usaha 

perdagangan eceran, perdagangan batu permata, barang antik, uang 

atau perangko tua, restoran, bar, klub malam, serta perjudian dan 

pelacuran yang dilokalisasi. 

b. Tahap Pelapisan (layering) 

Dalam tahap pelapisan ini, dilakukan kegiatan-kegiatan yang 

bertujuan untuk menghilangkan jejak atau indikasi dari asal-usul uang 

tersebut.Dalam tahap membenamkan uang ini, uang tersebut benar-

benar diputihkan/dicuci, untuk menghilangkan jejak uang tersebut. Ada 

banyak sekali cara yang dilakukan dalam tahap ini.  

c. Tahap Integrasi 

Dalam tahap integrasi dan repatriasi ini uang hasil kejahatan 

yang telah dicuci pada tahap pembenaman tersebut dikumpulkan 

kembali kedalam suatu proses keuangan yang sah. 

Karena itu, pada tahap ini uang tersebut sudah benar-benar 

bersih dan sulit dilacak asal-muasalnya.Dengan demikian, jika dalam 

proses-proses sebelumnya uang tersebut dibenamkan dan dicuci, maka 

pada tahap integrasi ini dapat dikatan bahwa uang yang telah dicuci 
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tersebut dikeringkan kembali sehingga menjadi uang yang kering dan 

bersih seperti halnya uang-uang yang lainnya.
62

 

Maka bisa di katakan tindak pidana pencucian uang jika suatu 

kasus telah melewati dari beberapa tahapan di atas, sedangkan kasus yang 

terjadi di Bank BTN KC Banyuwangi ini tidak terdapat beberapa tahapan 

yang dijelaskan diatas. Adapun kronologis kejadiannya: misalka ada 

seorang nasabah bank BTN KC Banyuwnagi, lalu uangnya diambil oleh 

karyawan tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi saja, 

dan tidak untuk di realisasiakn seperti tahapan yang telah di jelaskan di 

atas. Tapi orang itu sudah di masukkan ke penjara karena sudah 

menyalahgunakan uang nasabah, harusnya ditabung malah dipakai untuk 

keperkuan pribadi. 

3. Penerapan Anti Pencucian Uang Dalam Kebijakan Rahasia Bank di 

Bank BTN KC Banyuwangi 

Berdasarkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 

14/27/PBI/2012 penerapan anti pencucian uang dan kebijakan rahasia bank 

di Bank BTN KC Banyuwangi sudah sesuai dengan Undang-Undang yang 

berlaku. Namun dalam hal ini Bank BTN KC Banyuwangi mempunyai 

hambatan dalam penerapannya, adapun hampatannya adalah banyak yang 

belum tau tata cara dan kebijakan dalam membuka rahasia bank, bahkan 

seorang polisi atau dari pihak pengadialan kadang tidak mengetahui tata 

cara dalam membuka rahasia bank,  mereka tidak tau mekanismenya 
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seperti apa, dan pada akhirnya pihak bank harus memberitau kepada 

mereka mengenai ketentuan dan persyaratan dan tatacara pemberian 

perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank. Menurut peraturan bank 

Indonesia Nomor 2/19/PBI/200 yaitu: 

Dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia 

Nomor 2/19/PBI/2000 tentang pemberian izin atau perintah membuka 

rahasia bank adalah sebagai berikut: 

a. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang 

perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan 

menentukan pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia 

bank menjadi kewenangan pimpinan Bank Indonesia; 

b. Rahasia bank yang diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menjaga 

kepercaan nasabah penyimpan, dimungkinkan dibuka untuk 

kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan 

peradilan dalam perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank 

dengan nasabahnya, dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, 

atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah, dan permintaan 

ahli waris yang sah dari nasabah yang telah meninggal dunia.
63

 

Mengenai pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank dalam 

rangka penegakan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di 

Bank BTN KC Banyuwangi  menyatakan bahwa untuk pengecualian tidak 
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ada, karena rahasia tetap harus dijaga dan kerahasiaan nasabah tetap harus 

dijaga dan tidak mungkin pihak bank membuka begitu saja, alasannya 

karena bank adalah lembaga yang basis kepercayaan. Hal ini berbeda 

dengan teori yang terdapat dalam buku yang berjudul “Hukum Perbankan 

Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan” 

Sebagaimana diketahui bahwa di satu pihak kepentingan masyarakat 

menghendaki supaya kewajiban rahasia bank dipegang teguh oleh 

perbankan, namun agar kepentingan masyarakat lainnya tidak 

tersisisihkan, dalam hal-hal tertentu beberapa kewajiban rahasia  bank itu 

dapat dikecualikan. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan pengecualian 

terhadap rahasia bank, yakni sebagai berikut: 

a. Untuk kepentingan perpajakan dapat diberikan pengecualian kepada 

pejabat pajak berdasarkan perintah pimpinan Bank Indonesia atas 

permintaan Mentri Keuangan (Pasal 41). 

b. Untuk menyelesaikan piutang bank yang sudah diserahkan kepada 

Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang 

Negara dapat diberikan pengecualian kepada Pejabat Badan Urusan 

Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atas izin 

Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 42A). 

c. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dapat diberikan 

pengecualian kepada polisi, jaksa, atau hakim atas izin Pimpinan Bank 

Indonesia (Pasal 42). 
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d. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya dapat diberikan 

pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia 

(Pasal 42). 

e. Dalam rangka tukar-menukar informasi di antara bank kepada bank lain 

dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan 

Bank Indonesia (Pasal 44). 

f. Atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari nasabah penyimpan secara 

tertulis dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin 

Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 44A). 

Hal yang paling penting untuk diketahui adalah adanya 

pengecualian terhadap rahasia bank jika ada persetujuan dari nasabah. 

Undang-Undang tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa rahasia bank 

tidak berlaku bila ada persetujuan nasabah kepada bank untuk 

mengungkapkannya. 

Apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana pencucian 

uang, dan penyidik membutuhkan informasi mengenai nasabah penyimpan 

dan simpanannya tersebut, maka pihak bank berkewajiban untuk 

membukanya dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang sudah di 

tetapkan oleh Undang-Undang. 

Adapun untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang 

Bank BTN mempunyai aplikasi AMLCFT (anti money laundry customer 

file transaction), aplikasi ini berfungsi untuk mendeteksi segala transaksi 

yang dilakukan oleh nasabah Bank BTN kemudian secara langsung akan 
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terlihat semua record segala transaksi yang di lakukan oleh nasabah bank 

BTN, aplikasi ini di control langsung oleh kantor pusat. Istimewanya 

aplikasi ini hanya dimiliki oleh bank BTN saja. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Adapun untuk penerapan Anti pencucian Uang di Bank BTN Cabang 

Banyuwangi ini berdasarkan kebijakan yang telah PBI Keluarkan dan 

Bank BTN KC Banyuwangi tidak mempunyai kebijakan sendiri kecuali 

kebijakan yang telah di keluarkan oleh PBI. Sedangkan mengenai 

hambatan yang muncul dalam penerapan rahasia bank disini yaitu 

banyaknya orang yang belum mengetahui bagaimana tatacara dalam 

membuka rahasia bank. 

2. Dalam Kebijakan Rahasia Bank di Bank BTN KC Banyuwangi ini semua 

kebijakan mengenai rahasia bank, Bank BTN KC Banyuwangi 

berpedoman pada kebijakan yang telah di buat PBI (Peraturan Bank 

Indonesia) dan pihak BTN sendiri tidak mempunyai kebijakan sendiri 

melainkan berpedoman pada PBI. Sedangkan jika ada karyawan yang 

melangar segala kebijakan yang telah di tentukan maka pihak Bank akan 

melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja.  

3. Penerapan anti pencucian uang dalam kebijakan rahasia bank di bank BTN 

KC Banyuwangi semuanya berdasarkan PBI (Peraturan Bank Indonesia). 

Dan mengenai masalah pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank 

dalam rangka penegakan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang 

ini tidak ada pengecualian, karena kebijakan rahasia bank disini hukumnya 
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wajib bagi karyawan untuk merahasiakan data nasabah penyimpan dan 

simpanannya. 

B. Saran 

Dengan selesainya penelitian ini, penulis ingin memberikan saran 

kepada masyarakat, perusahaan asuransi serta peneliti lanjutan. 

1. Untuk para pihak kepolisian, jaksa maupun hakim dan seluruh penegak 

hukum lainnya yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk 

membuka rahasia bank sebaiknya lebih terdahulu mengakaji tentang tata 

cara atau kebijakan dalam membuka rahasia bank. 

2. Ketentuan  rahasia  bank  yang  berkaitan  dengan  penyidikan,  dapat 

disempurnakan,  misalnya  dengan  mempersingkat  waktu  pemberian  

izin membuka  rahasia  bank  yang  diberikan  Gubernur  Bank  Indonesia,  

dari empat belas hari menjadi tiga hari kerja. 

3. Jika penelitian ini dijadikan referensi diharapkan untuk peneliti lanjutan 

mengkaji kembali hal-hal yang terdapat dalam penelitian ini karena 

penulis menyadari masih banyak kelemahan yang terdapat didalamnya. 
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Banyuwangi. 

 

Pernerapan 

Anti 

Pencucian 

Uang Dalam 

Kebijakan 

Rahasia 

Bank 

1. Pernerapan 

Anti 

Pencucian 

(Money 

Laundering)   

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kebijakan 

Rahasia Bank 

 

 

 

 

 

1. Modus operandi dan 

instrumen yang 

digunakan dalam 

kejahatan money 

Laundering. 

2. Pencegahan secara 

hukum terhadap 

money laundering. 

3. Tahap-tahap dari 

aktivitas money 

laundering. 

 

 

1. Berhubungan 

dengan keuangan 

nasabah. 

2. Larangan memberi 

keterangan yang 

tercatat pada bank 

tentang keadaan 

keuangan dari 

nasabah. 

1. Branch 

Compliance 

Supervisory 

Officer, 

Business Deputi 

Branch 

Manager, 

Human Capital 

Support Staff. 

2. Dokumenter 

3. Kepustakaan 

- Jurnal 

- Skripsi dan  

- Karya tulis 

Ilmiah 

lainnya yang 

di 

publikasika. 

 

 

1. Pendekatan 

penelitian kualitatif  

2. Subyek penelitian 

(data primer) 

3. Metode 

pengumpulan data 

a. Observasi 

b. Wawancara 

c. Dokumentasi 

4. Teknik analisis data 

dengan 

menggunakan 

kualitatif antara 

lain: 

a. Reduksi data 

b. Penyajian data 

c. Penarikan 

kesimpulan 

5. validitas data  

Trianggulasi 

sumber. 

1. Bagaimana penerapan 

anti pencucian uang di 

Bank BTN KC 

Banyuwangi? 

2. Bagaimana kebijakan 

rahasia Bank di Bank 

BTN KC Banyuwangi? 

3. Bagaimana penerapan 

anti Pencucian uang 

dalam kebijakan 

rahasia Bank di Bank 

BTN KC Banyuwangi? 

 

 

 

 

 





PEDOMAN WAWANCARA BANK BTN  

KANTOR CABANG BANYUWANGI 

 

1. Bagaimana sejarah Bank BTN KC Banyuwangi? 

2. Bagaimana Visi dan Misi Bank BTN KC Banyuwangi? 

3. Bagaimana struktur organisasi Bank BTN KC Banyuwangi? 

4. Bagaimana penerapan anti pencucian uang di Bank BTN KC Banyuwangi? 

5. Bagaimana kebijakan rahasia Bank di Bank BTN KC Banyuwangi? 

6. Bagaimana penerapan anti Pencucian uang dalam kebijakan rahasia Bank di Bank BTN 

KC Banyuwangi? 

7. Bagaimana kebijakan bank jika karyawan bank tersubut yang melakukan tindak pidana 

pencucian uang (money laundering)? 

8. Hambatan apa saja  yang  muncul  dalam  penerapan  rahasia  bank  

terhadap  praktek  pencucian  uang (money laundering)? 

9. Sejauh mana ketentuan rahsia bank dapat diterobos untuk menanggulangi kejahatan 

pencucian uang (money laundering)? 

10. Apa sajakah pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank dalam rangka penegakan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang (money laundering)? 

 

 






	0. COVER LUAR.pdf (p.1)
	1. COVER DALAM.pdf (p.2)
	2. HALAMAN PERSETUJUAN.pdf (p.3)
	3. HALAMAN PENGESAHAN.pdf (p.4)
	4. MOTTO.pdf (p.5)
	5. PERSEMBAHAN.pdf (p.6-7)
	6. KATA PENGANTAR.pdf (p.8-9)
	7. ABSTRAK INDO.pdf (p.10)
	8. ABSTRACT INGGRIS.pdf (p.11)
	9. DAFTAR ISI.pdf (p.12-15)
	10. DAFTAR TABEL.pdf (p.16)
	11. DAFTAR GAMBAR.pdf (p.17)
	12. BAB I.pdf (p.18-26)
	13. BAB II.pdf (p.27-81)
	14. BAB III.pdf (p.82-89)
	15. BAB IV.pdf (p.90-112)
	16. BAB V.pdf (p.113-114)
	17. DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.115-116)
	18. MATRIK PENELITIAN.pdf (p.117)
	19.KEASLIAN TULISAN.pdf (p.118)
	20. PEDOMAN WAWANCARA.pdf (p.119)
	21. JURNAL PENELITIAN.pdf (p.120)

